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Kata Pengantar

baik dalam aspek ekonomi maupun demokrasi. Krisis kesehatan telah menyebabkan

sendi-sendi ekonomi di berbagai negara ambruk, bahkan dengan alasan krisis kesehatan
dan ekonomi tersebut ada negara yang melakukan berbagai upaya pembatasan atas kebebasan
sipil, termasuk Indonesia. Kecenderungan untuk membatasi demokrasi dalam situasi krisis ini
pada umumnya dilakukan oleh negara dengan tingkat korupsi yang tinggi. Hal ini dapat dilihat
dalam survei Transparency International selama kurun waktu 2019 hingga 2021 dimana skor
Corruption Perception Index (CPI) Indonesia mengalami tekanan yang cukup kuat. Pada 2019
CPI Indonesia mencapai posisi tertinggi dengan skor 40, namun pada tahun 2020 turun drastis
menjadi 37, dan hanya naik 1 poin pada tahun 2021 menjadi 38 (0 berarti sangat korup, 100
sangat bersih).

Pandemi covid-19 yang melanda seluruh dunia sejak 2019 memberikan tantangan besar

Situasi pemberantasan korupsi di Indonesia semakin mengkhawatirkan pasca dilakukannya
perubahan terhadap UU KPK (2019). Perubahan ini tidak hanya dalam konteks pelemahan
terhadap institusi penegakan hukum yang memberantas korupsi, tetapi menjadi skenario besar
pemegang kekuasaan untuk melakukan perubahan terhadap berbagai undang-undang dengan
mengabaikan protes dan masukan publik. Publik bisa menilai bagaimana proses pengesahan UU
Cipta Kerja, revisi UU Minerba, hingga pengesahan UU KUHP dilakukan ditengah situasi
penolakan yang besar oleh masyarakat. Ini menjadi tantangan bagi demokrasi, sebab ada banyak
undang-undang dan kebijakan yang lahir dari proses yang tidak partisipatif.

Pengabaian partisipasi publik dalam pembentukan hukum sebetulnya mengindikasikan bahwa
ada kepentingan lain yang sedang diperjuangkan oleh para pembentuk undang-undang. Dalam
konteks kekinian tak bisa diabaikan kuatnya kepentingan bisnis dalam setiap perumusan
undang-undang. Kepentingan tersebut berafiliasi baik secara langsung atau tidak langsung
dengan pejabat publik yang memiliki pengaruh kuat di lembaga-lembaga politik. Kuatnya
kepentingan bisnis ini sesungguhnya menjadi cermin dari dominasi para pebisnis yang
menduduki berbagai jabatan strategis di republik ini. Mulai dari anggota DPR/DPD/DPRD,
menteri, hingga jabatan strategis di perusahaan negara (BUMN/BUMD).

Dalam laporan Corporate Political Engagement Index (CPEI) tahun 2021 yang dirilis Tl Indonesia
menyiratkan problem konflik kepentingan yang begitu besar pada perusahaan yang berbisnis
Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di wilayah Indonesia. Perusahaan tersebut sangat tidak
transparan terkait pemberian donasi politik, aktivitas lobi perusahaan, praktik revolving door
dan minimnya informasi mengenai mekanisme pengendalian internal perusahaan terhadap
kegiatan politik perusahaan. Akibatnya terjadi regulatory capture oleh kelompok pebisnis, revisi
UU Minerba dan lahirnya UU Cipta Kerja mungkin menjadi bukti paling nyata bagaimana
pembentukan hukum dikendalikan oleh kepentingan bisnis.
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Relasi bisnis dan politik ini bersumber dari problem korupsi politik yang semakin menguat dalam
sistem politik Indonesia. Minimnya akuntabilitas kelembagaan politik memberikan keleluasaan
kepada siapapun untuk terlibat dalam proses politik. Apalagi sistem politik dan pemilu yang
didesign menimbulkan biaya politik yang sangat tinggi. Hal ini sangat kentara terlihat dari
komposisi para petinggi partai politik yang menjadi penyokong pemerintahan saat ini. Tak dapat
dipungkiri sebahagian diantaranya memiliki latar belakang bisnis, khususnya dalam sektor
pertambangan. Kelindan kepentingan bisnis tambang dalam berbagai regulasi diatas sebetulnya
mengkonfirmasi bagaimana sektor sumber daya alam (SDA) menjadi sangat strategis dalam
menyokong proses politik.

Gurita korupsi di sektor SDA pada akhirnya akan sulit disentuh oleh penegakan hukum. Tidak
hanya karena institusi penegak hukum yang memang sudah dilemahkan, tetapi juga sederet
privilege yang diberikan negara kepada pebisnis semakin meneguhkan buruknya tata kelola SDA
di Indonesia. Pada akhirnya kerugian yang ditimbulkan oleh aktivitas pengelolaan SDA tidak
hanya dalam aspek keuangan negara, tetapi juga kerugian secara ekonomi dan ekologis. Tak
hanya itu, pengelolaan SDA di banyak tempat juga menimbulkan berbagai pelanggaran HAM
oleh korporasi yang disokong oleh aparat. Tak sedikit dari konflik tersebut berujung pada
kriminalisasi dan intimidasi kepada masyarakat sekitar tambang. Dalam konteks ini terlihat relasi
yang sangat erat bagaimana problem korupsi dalam tata kelola sumber daya alam menjadi
penyebab utama terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Publik seharusnya
menyadari bahwa korupsi menjadi problem bersama, bukan hanya masalah elit politik atau
penegak hukum. Harus ada kesadaran bersama bahwa ketika terjadi korupsi, maka publik yang
menjadi korbannya. Oleh karena itu momentum hari anti korupsi internasional 2022 seharusnya
menjadi semangat bersama mengajak publik secara luas untuk meminta pertanggungjawaban
kepada pemegang kekuasaan. Sebab pada dasarnya semangat anti korupsi adalah sebuah
proses politik yang dialamatkan kepada pemegang kekuasaan untuk mempertanggungjawabkan
kekuasaannya.

Transparency International Indonesia
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BAGIAN 1

SIGNIFIKANSI PENDANAAN PARTAI POLITIK
OLEH NEGARA DALAM MENCEGAH KORUPSI POLITIK

Khoirunnisa Nur Agustyati
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi

Pendahuluan

Salah satu hal penting untuk mendorong demokratisasi di internal partai politik adalah
dengan penataan keuangan partai politik. Hal ini karena dengan tata kelola keuangan yang
lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel akan mendorong partai politik dapat
menjalankan fungsinya lebih maksimal. Selama ini persoalan klasik dari tata kelola
keuangan partai politik antara lain; pertama, partai politik membuthkan biaya rutin untuk
menjalankan fungsi organisasi, sementara sumber keuangan partai politik yang diatur
dalam UU Partai Politik belum cukup untuk membiayai organisasi partai politik. Kedua,
kebutuhan keuangan partai politik masih bersumber pada sedikit elit sehingga membuat
partai politik di dalam setiap pengembalian keputusan sangat bergantung pada elit atau
orang yang sangat terbatas. Ketiga, pihak ketiga yang memberikan sumbangan kepada
partai mash belum tercatatkan secara transparan. Hal ini mendorong parati politik di dalam
melakukan kerja-kerjanya kerap terjebak pada kepentingan segelintir orang.

Partai politik merupakan organ utama dalam demokrasi. Partai politik memiliki peranan dan
fungsi yang sangat stretegis mulai dari membuat regulasi, mengawasi jalannya
pemerintahan, menentukan anggaran, sampai dengan pengisian jabatan-jabatan publik.
Keuangan partai politik dapat dinilai sebagai salah satu basis utama dalam mendorong
terwujudnya peran strategis partai politik. sehingga penting untuk melakukan refleksi
terhadap tata kelola keuangan partai politik, khususnya dari perspektif kebutuhan
pembiayaan organisasi partai yang sudah berlangsung selama ini. Selain itu, refleksi
terhadap tata kelola keuangan partai politik juga perlu ditinjau dari aspek transparansin dan
akuntabilitas organisasi. Adanya refleksi terhadap tata kelola keuangan partai politik ini
penting untuk merumuskan kembali Langkah yang dapat dilakukan untuk mewujudkan tata
kelola keuangan partai politik yang efektif, efisien, demokratis, dan berintegritas.



Kenyataannya pada saat ini adalah meningkatnya jumlah anggota partai politik yang terlibat
dalam kasus korupsi. Berdasrkan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun
2020, kasus korupsi politik melibatkan partai politik baik itu yang berada di lembaga
eksekutif ataupun legislatif. Sejak berdiri pada tahun 2004, KPK telah menangani 1.262
kasus korupsi yang mayoritasnya melibatkan politisi. Berdasarkan data dari KPK tahun
2004-2020 terdapat 274 anggota legislatif dan 143 kepala daerah yang terlibat dalam kasus
korupsi.

Praktik korupsi yang melibatkan anggota partai politik tersebar dalam beberapa jenis kasus
korupsi dengan beragam motif. Tetapi, dalam sejumlah kasus korupsi terdapat aliran dana
hasil korupsi yang mengalir kepada internal partai politik. Misalnya kasus korupsi
pembangunan Proyek Pusat Pendidikan Pelatihan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON)
Hambalang pada tahun 2010-2012 yang melibatkan Partai Demokrat. Selain itu juga
terdapat kasus pengadaan KTP elektronik yang dilansir merugikan negara sebesar Rp 2.3
triliyun yang melibatkan Ketua DPR.

Mietzner (2007) dalam studinya “Party Financing in Post Soeharto Indonesia: Between
States Subsidies and Politcal Corruption” menjelaskan bahwa di tengah krisis finansial yang
dihadapi oleh partai politik dan juga menurunnya dana negara untuk partai politik, juga
semakin ketatnya persaingan dalam pemilu menyebabkan parti politik semakin
membutuhkan banyak biaya untuk kamapanye pemilu dan mencari dana ilegal untuk
memenuhinya seperti melakukan praktik korupsi. Senada dengan studi Mietzner (2007),
studi yang dilakukan oleh Kuskirdho Ambardi (2009) “Uncovering Cartel Politics: A Study of
Political Party Sistem in Indonesia during Reformation Era” melihat fenomena politik kartel
dalam partai politik di Indonesia yang disebabkan karena dana negara untuk partai politik
belum mampu memenuhi kebutuhan partai politik.




Diagram 1
Jumlah Kasus Korupsi Berdasarkan Profesi Tahun 2004-2020

Korporasi | 6
Lainnya N 157
Swasta IS 308
Pengacara W 12
Polisi | 2
Jaksa B 10
Hakim I 22
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Anggota DPR dan DPRD NN 274
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Sumber: https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan

Undang-undang Partai Politik menyebutkan terdapat tiga sumber keuangan partai politik,
yaitu: iuran anggota, bantuan keuangan dari negara, dan sumbangan dari pihak ketiga yang
tidak mengikat. Berdasarkan sumber keuangan partai politik ini, perlu kita lihat kembali
sejauh mana efektivitas dari sumber keuangan inikhususnya yang berasal dari negara. Dana
negara untuk partai politik tidak hanya diberikan kepada partai politik untuk menjalankan
fungsi organisasi partai politik, tetapi juga dalam tahapan pemilu. beberapa bentuk dana
negara untuk partai politik dalam tahapan pemilu adalah berupa pelatihan saksi dan juga
fasilitasi alat peraga kampanye bagi partai politik dalam bentuk spanduk dan beberapa
materi kampanye. Selain itu dana negara untuk partai politik juga diberikan dalam
membiayai iklan kampanye di media elektronik.


https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan

Pada praktiknya, dana negara yang diberikan kepada partai politik ini tidak signifikan untuk
mewujudkan tujuan awalnya. Beberapa tantangannya adalah keluhan bahwa nominalnya
yang kecil tidak signifikan untuk mendorong kebutuhan operasional di internal partai politik
dan juga terhadap fungsi Pendidikan politik yang dimandatkan dalam UU Partai Politik.
Tidak hanya itu, dana negara untuk partai politik dalam tahapan pemilu juga dinilai kurang
efektif karena tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh partai politik. Oleh sebab itu tulisan
ini melihat bagaimana efektivitas dan efisiensi dana negara untuk partai politik dalam
mendorong tata kelola partai politik yang lebih demokratis dan lebih baik.

Dana Negara untuk Partai Politik: Konsep dan Perbandingan Antar Negara

Keuangan partai politik secara sederhana dapat dimaknai sebagai penerimaan dan
pengeluaran dana yang dilakukan oleh partai politik dalam menjalankan fungsinya. Tipologi
keuangan partai politik terbagi dalam dua jenis, yaitu keuangan partai politik di luar
tahapan pemilu yang disebut dengan istilah party finance dan keuangan partai politik di
dalam tahapan pemilu atau yang disebut dengan istilah campaign finance. Party finance
memiliki focus perhatian pada pendanaan yang digunakan untuk menjalankan roda
organisasi partai (party organization), sedangkan campaign finance berfokus pada
pendanaan oleh partai politik untuk pemenangan pemilu (Alexander 1989;9-23,
Nassmacher 2009).
Tabel 1
Tipologi Keuangan Partai Politik

Penggunaan Keuangan Partai Politik

Party Finance Campaign Finance
(di luar tahapan pemilu) (dalam tahapan pemilu)
Biaya operasional partai Biaya kampanye pemenangan
politik: biaya gedung, gaji pemilu: iklan politik di media
pengurus, biaya pertemuan cetak/elektronik, pembuatan
(rapat, musyawarah, ulang atribut kampanye
tahun partai), rekrutmen (poster/baliho/billboard), biaya

partai politik, pelatihan, dan konsultan, dan lain sebagainya.
lain sebagainya.

Dari kedua lokus tersebut paling tidak terdapat tiga sumber pendanaan partai politik dalam
menjalankan aktivitasnya baik di dalam dan di luar tahapan pemilu yang berasal dari iuran
anggota, dana negara, dan donasi dari pihak ketiga. luran anggota biasanya dilakukan
dalam dua skema sukarela dan kewajiban. luran anggota merupakan sumber pendanaan
partai politik yang paling tidak bermasalah. Partai politik yang memiliki jumlah anggota
besar dan mengandalkan pendanaannya dari iuran anggota dapat menjadikan partai politik
lebih dekat dengan anggotanya di akar rumput. Sehingga kebijakannya pun dapat
merepresentasikan kebuthan anggotanya dibandingkan dengan partai politik yang
mengandalkan pendanaan dari segelintir orang yang cenderung mengutamakan preferensi
kebijakan dari donaturnya (Van Biezen 2003: 17).



Namun kenyataannya tidak semua partai politik memiliki jumlah anggota yang banyak dan
mau untuk memberikan iuran secara rutin kepada partai politik untuk dapat memenuhi
kebutuhan operasional dan aktivitas partai politik. Sehingga donasi dari pihak ketiga
menjadi sumber pendanaan utama bagi partai politik.

Di situasi inilah pentingnya negara berperan untuk partai politik. Fungsi utama dari dana
negara untuk partai politik adalah; (1) untuk mengimbangi meningkatnya biaya kebutuhan
partai dan meningkatkan kelangkaan sumber dana dari iuran anggota; (2) untuk menjamin
kompetisi politik dan kesempatan yang setara untuk anggota dan antarpartai politik; (3)
untuk membatasi dan meminimalkan potensi peran uang dari pihak ketiga yang
mengganggu pengelolaan partai politik.

Di sisi yang lain, dana negara untuk partai politik dapat menghadirkan ruang kompetisi
politik yang setara di internal partai politik. Hal ini karena tidak semua partai politik memiliki
kesetaraan sumber daya finansial untuk membiayai kebutuhannya, termasuk kesetaraan
finansial dari kalangan pengurus partai politik utamanya partai kecil dan partai baru. Untuk
itu dana negara untuk partai politik dapat mengimbangi partai-partai baru untuk dapat
berkompetisi dengan partai politik lainnya (Van Biezen 2003:36). Selain itu, dana negara
untuk partai politik dapat mendorong pengelolaan keuangan partai yang jauh lebih
transparan dan akuntabel. Negara memiliki otoritas yang bersifat memaksa kepada partai
politik untuk membuat laporan pertanggungjawaban dana negara yang digunakan untuk
dilakukan audit. Tetapi salah satu efek negatifnya adalah membuat partai politik
bergantung pada negara dan dapat membuka ruang intervensi berlebih kepada partai
politik yang diberikan dukungan.




Kriteria dan Bentuk Pendanaan Negara untuk Partai Politik

The International IDEA mendata sebanyak 115 negara yang menerapkan subsidi dana
negara untuk partai politik, dan sebanyak 51 negara tidak menerapkannya.® Isu utama yang
perlu diperhatikan dalam pemberian dana negara untuk partai politik adalah; siapa yang
berhak menerimanya (persoalan eligibilitas); dan bagaimana metode distribusinya
(persoalan alokasi) (Falguera et.al, 2016:24).

Diagram 2
Sebaran Kriteria Penerima Dana Negara untuk Partai Politik?
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Mayoritas negara yang menerapkan pemberian dana negara menerapkan syarat dukungan
perolehan suara dan kepemilikan kursi di lembaga perwakilan untuk dapat mengakses dana
negara. Hal ini diterapkan misalnya di Australia di mana partai politik mendapatkan dana
jika memperoleh suara lebih dari 4% di Pemilu. Sedangkan di Brazil syarat yang harus
dipenuhi partai politik adalah memenuhi 3% perolehan suara di pemilu sebelumnya dan
juga memiliki sekurang-kurangnya 15 kursi di parlemen yang tersebar di satu sampai tiga

negara bagian federal.

Adapun metode distribusi dana negara untuk partai politik terbagi dalam dua bentuk, yaitu:

dana langsung dan tidak langsung.

1

2

Lihat https://www.idea.int/data-tools/question-view/548
Lihat https://www.idea.int/data-tools/question-view/549


https://www.idea.int/data-tools/question-view/548
https://www.idea.int/data-tools/question-view/549

Tabel 2
Metode Distribusi Dana Negara

Metode
distribusi Bentuk pendistribusian
dana negara
Langsung diberikan dalam bentuk uang, matching fund,
Langsung . .
reimbursement atau penggantian dana.
. lklan di media massa cetak atau elektronik, pembebasan
Tidak . - . . .
Langsun pajak bagi partai/kandidat/pendonor, memberikan akses atas
gsung tempat-tempat public, menggratiskan biaya administrasi.

Dana langsung yang diberikan kepada partai politik adalah dalam bentuk uang dengan
jumlah model kalkulasi sesuai dengan syarat yang diberlakukan untuk memperoleh dana
negara. Sementara metode matching fund merupakan bentuk pemberian dana negara
dengan cara memberikan dana negara untuk partai politik berdasarkan jumlah perolehan
donasi atau iuran anggota atau donasi dari kandidat yang diperoleh partai politik.
Pendekatan ini memberikan insentif kepada partai politik untuk aktif melakukan
pengumpulan dana. Bentuk lain dari dana langsung adalah melalui skema reimbursement
atau penggantian dana yang telah dikeluarkan oleh partai politik.

Selain dalam bentuk pemberian dana langsung, dana negara untuk partai politik juga dapat
diberikan secara tidak langsung. Misalnya dengan memberikan akses yang setara bagi
setiap partai politik peserta pemilu untuk memasang iklan di media cetak ataupun
elektronik. Selain itu terdapat juga pembebasan pajak bagi partai/kandidat/pendonor,
memberikan akses atas tempat-tempat public, dan menggratiskan biaya administrasi
(Falguera et.al, 2016: 26). Kelebihan utama dari pendistribusian dana negara tidak langsung
ini adalah memberikan kemudahan negara untuk mengontrol dana yang diberikan kepada
partai politik.

Dana Negara untuk Partai Politik di Luar Tahapan Pemilu

Pengaturan mengenai pemberian dana negara untuk partai politik pertama kali
diperkenalkan dala UU No0.3/1975 yang di dalamnya mengatur empat sumber utama
pendanaan partai politik, yaitu: iuran anggota, sumbangan yang tidak mengikat, usaha lain
yang sahm dan bantuan dari negara. Namun di dalam undang-undang ini belum mengatur
secara spesifik metode pengalokasian, besaran, dan peruntukan dana negara tersebut
untuk partai politik. pengaturan lebih spesifik baru diatur di era refomrasi melalui UU
No.2/1998 tentang Partai Politik.
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Perbandingan Pengaturan Dana Negara untuk Partai Politik

Metode Institusi
Sumber Pendanaan . Peruntukan
P Pengalokasian Pelaporan Besaran
Partai Politik Dana Negara
Dana Negara Keuangan
UU No.3/1975
luran anggota,
sumbangan yang
tidak mengikat, Tidak diatur Tidak diatur Tidak diatur
usaha lain yang
sah, dana negara.
UU No. 2/1999
luran anggota, Berbasiskan
sumbangan plhak perolehan suara Mahkamah | Besaran diatur dalam Peraturan
ketiga yang tidak yang didapatkan .
R . R Agung (MA) Pemerintah (PP).
mengikat, dana di pemilu
negara. sebelumnya.
UU No.31/2002
Besaran diatur dalam
PP No/ 29/2005.
luran anggota, Berbasisk KPU . dUr]tqk bla.yg
sumbangan pihak erpastskan kemudian | Untuk DPR: Rp. 21 juta/kursi administrasi dan
ketiga yang tidak perolehan kursi dilakukan L kesekretariatan partai
me%\ i)ll<atgdana partai politik di audit oleh DPRD Provinsi: tidak boleh poitik atau kebutuhan
sikat, lembaga legislatif. melebihi dana negara untuk DPR operasional partai
negara. akuntan. . "
DPRD Kab/Kota: tidak boleh politik.
melebihi dana negara untuk
DPRD Provinsi.
UU No. 2/2008
luran angeota Untuk pelaksanaan
sumban agng ihz,ak Berdasarkan suara Badan program yang
bangan pl partai politik yang | Pemeriksa . mencakup Pendidikan
ketiga yang tidak leh kursi Diatur dalam PP 5/2009 litik d ional
mengikat, dana memperoleh kursi Keuangan politik dan operasiona
’ DPR dan DPRD. (BPK). sekretratiat partai
negara. politik.
UU No. 2/2011
Diatur dalam PP 83/2012 yang
mengatur dana negara sebesar
luran angeota Rp. 108 per-suara.
sumbangagngpih;k Berdasarkan suara Badan PP 83/2012 diubah menjadi PP Diprioritaskan untuk
ketiga yang tidak partai politik yang Pemeriksa | No. 1/2018 yang mengatur Pendidikan p0|lt!k bagi
mengikat, dana memperoleh kursi | Keuangan | pesaran dana untuk menjadi Rp. anggota partai dan
negara. DPR dan DPRD. (BPK). 1000 per-suara untuk DPR, Rp. masyarakat.
1200 per-saura untuk DPRD
Provinsi, dan Rp. 1500 per-suara
untuk DPRD Kab/Kota.




Selain diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah, ketentuan teknis yang
mengatur dana negara untuk partai politik juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam
Negeri (Permendagri) No. 78/2020 yang mengatur soal distribusi, penghitungan, besaran,
dan pertanggung jawaban penggunaan Banparpol di daerah. Selain itu juga terdapat
Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan No0.2/2015 tentang Pemeriksaan Laporan
Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik.

Pengelolaan Dana Negara untuk Partai Politik di Tingkat Pusat

Sesuai dengan PP 1/2018, setiap partai politik yang memperoleh kursi DPR berhak
memperoleh dana negara sebesar Rp. 1.000 per-suara. Berdasarkan hasil Pemilu 2019,
terdapat sembilan partai politik yang berhasil melewati ambang batas parlemen 4% dan
berhasil meraih kursi DPR.

Tabel 4
Besaran Dana Negara untuk Partai Politik di DPR

Partai Perolehan Suara Rp. 108 Rp. 1.000

Politik Pemilu DPR 2019 Per Suara Per Suara
PDIP 27.053.961 2.921.827.788 27.053.961.000
Golkar 17.229.789 1.860.817.212 17.229.789.000
Gerindra 17.594.839 1.900.242.612 17.594.839.000
Nasdem 12.661.792 1.367.473.536 12.661.792.000
PKB 13.570.097 1.465.570.476 13.570.097.000
Demokrat 10.876.507 1.174.662.756 10.876.507.000
PKS 11.493.663 1.241.315.604 11.493.663.000
PAN 9.572.623 1.033.843.284 9.572.623.000
PPP 6.323.147 682.899.876 6.323.147.000
Total 126.376.418 | 13.648.653.144 126.376.418.000

Jumlah dana yang diterima oleh partai politik ini dirasa belum mampu untuk mencukupi
kebutuhan dan aktivitas partai politik. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus
partai politik di tingkat pusat, bahwa masih membutuhkan biaya untuk aktivitas-aktivitas
partai lainnya seperti kegiatan bakti sosial, bantuan untuk masyarakat. Kebutuhan
operasional partai politik menjadisalah satu pos anggaran yang bearannya cukup signifikan,
biaya untuk kebutuhan operasional dapat mencapai 50% dari pengeluaran partai politik.
Jika disandingkan dengan penerimaan dana negara untuk partai politik, dana negara ini
diperuntukkan penggunaannya sebanyak 60% untuk Pendidikan politik dan sisanya untuk
keperluan operasional. Salah satu pos anggaran operasional yang cukup signifikan adalah
untuk pemeliharaan kantor beserta kebutuhan operasional kantor lainnya. PKS misalnya,
dari total Rp. 3.977.196.574 pengeluaran operasional yang bersumber dari negara pada
tahun 2020, sebanyak Rp. 1.704.000.000 digunakan untuk sewa kantor dan Rp.



1.424.015.000 untuk pengadaan barang inventaris berupa peralatan kantor seperti
furniture, komputer, dan mesin foto kopi. Dari sembilan partai politik di DPR, hanya tiga
partai politik yang status kepemilikan kantor partai di tingkat pusat adalah milik sendiri
yakni: PDI Perjuangan, Golkar, dan PPP. Sedangkan sisanya masih bersetatus sewa dan
pinjam pakai. Sehingga wajar kemudian kebutuhan operasional partai seperti kantor jauh
lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan pendidikan politik. Selain untuk membiyai
kebutuhan operasional kantor, partai politik juga membutuhkan biaya untuk menggaji staf
tetap yang biasanya besarannya bulanannya disesuaikan dengan Upah Minimum Provinsi
(UMP).

Tabel 5
Jumlah Pengurus dan Status Kepemilikan Kantor Partai Politik di DPR®

T Jumlah Stat.u.s
Partai Politik Pengurus Kepemilikan
Kantor
PKS 130 | Sewa
PDI Perjuangan 32 | Milik Sendiri
Nasdem 53 | Sewa
Demokrat 87 | Pinjam Pakai
Gerindra 289 | Pinjam Pakai
PKB 61 | Pinjam Pakai
Golkar 71 | Milik Sendiri
PAN 41 | Pinjam Pakai
PPP 42 | Milik Sendiri

Dana Negara untuk Partai Politik di Dalam Tahapan Pemilu

Dana negara untuk partai poitik di tahapan pemilu tidak dalam bentuk biaya langsung atau
fresh money, melainkan berupa dana tidak langsung yang bersumber dari dana negara
khususnya pada tahapan kampanye atau dikenal dengan istilah in-kind subsidies atau
subsidi tidak langsung. Bentuk subsidi tidak langsung ini berupa fasilitasi APBN melalui KPU
dengan penyediaan dan pemasangan alat peraga kampanye (APK) dengan menggunakan
APBN dan iklan kampanye di media massa seperti televisi dan radio, dan juga berupa
fasilitas pelatihan saksi yang pelaksanaannya dilakukan oleh Bawaslu.

Bentuk fasilitasi KPU ini sangat bergantung pada kemampuan finansial negara. Sayangnya,
tidak tersedia pengaturan lebih lanjut terkait teknis pembuatan dan pemasangan APK yang
difasilitasi KPU. Dalam konteks iklan kampanye, KPU memfasilitasi iklan kampanye dalam
beberapa jenis media seperti media cetak, media elektronik, dan media online. Kemudian
dalam metode-metode kampanye yang melibatkan massa yang besar seperti rapat umum
atau pertemuan tatap muka, peserta pemilu dpat memanfaatkan tempat-tempat seperti
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lapangan, stadion, alun-alun, dan tempat terbuka lainnya. KPU memfasilitasi kegiatan ini
dengan mengatur jadwal dan tempat pelaksanaan kampanye. Peserta pemilu tidak
dipungut biaya sedikitpun dalam pemanfaatan fasilitas umum tersebut, di luar biaya-biaya
lain seperti konsumsi transportasi, dan sebagainya.

Fasilitasi metode kampanye ini—terutama pemasangan APK dan iklan media cetak, media
elektronik, dan media dalam jaringan—pada kenyataanya tidak efektif. Banyak partai
politik yang tidak memanfaatkan APK yangdifasilitasi oleh negara ini. Penyebaran informasi
melalui pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum dianggap sudah tidak efektif
seiring dengan perkembangan penyebaran informasi yang lebih banyak memanfaatkan
media sosial. Selain itu, prosedur fasilitasi alat peraga kampanye yang meliputi mekanisme
pembuatan desain, pengadaan, penyerahan, pemasangan, pemeliharaan, penggantian,
dan penurunan dinilai berbelit. Metode pemasangan iklan juga tidak banyak diambil
mengingat dalam ekosistem informasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, hanya
sedikit media lokal yang dijadikan rujukan dalam mendapat informasi oleh pemilih.

Bentuk subsidi tidak langsung berikutnya adalah pelatihan saksi oleh Bawaslu. Bila merujuk
pada UU 7/2017 tentang Pemilu, peserta pemilu seharusnya tidak perlu memikirkan
pembiayaan untuk pelatihan saksi, sebab pelatihan saksi menjadi domain Bawaslu. Akan
tetapi, tidak terdapat Peraturan Bawaslu yang mengatur lebih lanjut soal pelatihan saksi.
Pelaksanaan teknis pelatihan lebih banyak dilakukan melalui Surat Edaran (SE) Bawaslu RI
kepada Bawaslu-Bawaslu di daerah.Dalam SE Bawaslu RI No. 0101 /Bawaslu /SJ /PR.03.00
/IV /2019 tentang Penegasan Pelaksanaan Pelatihan Saksi Peserta Pemilu, dijelaskan
beberapa pedoman pelatihan. SE tersebut menerangkan terdapat beberapa fasilitasi
seperti gedung pelaksanaan, narasumber, pelaksanaan kegiatan, hingga jumlah peserta
pelatihan. Peserta pelatihan juga mendapatkan biaya konsumsi dan transportasi.

Namun, jumlah peserta dibatasi maksimal lima orang dari masing-masing peserta pemilu.
Jumlah tersebut tentu tidak mencukupi karena jumlah saksi yang dibutuhkan biasanya lebih
besar daripada jumlah tersebut karena saksi bahkan bisa tersebar di tiap TPS. Alhasil, di
beberapa tempat metode pelatihannya lebih bersifat Training of Trainer atau pelatihan
untuk pelatih, walaupun tidak secara eksplisit ditentukan dalam pedoman. Konsep
pelatihan tersebut, lebih menekankan agar yang menjadi peserta pelatihan dapat
menyebarkan pengetahuannya kepada para saksi yang lain. Konsep ini membuat peserta
pemilu tetap harus membiayai pelatihan saksi secara meluas.

Berdasarkan temuan penelitian di Lombok, memang terdapat ketidak-efektifkan di dalam
pelaksanaan pemberian pelatihan saksi kepada partai politik yang dilaksanakan oleh
Bawaslu. Selain memberikan beban kerja yang berlebih, jarak waktu yang masih terlalu jauh
antara pelaksanaan pelatihan dengan hari pemungutan suara, juga tidak bisa memastikan
bahwa saksi yang dilatih diberikan surat mandat oleh partai politik pada hari pemungutan
suara. Selain kondisi tersebut, ada pula dinamika di internal partai politik di dalam
penentuan saksi partai politik yang memang sebaiknya diserahkan kepada partai politik.

Justru, bagi kelembagaan Bawaslu, penguatan terhadap pengawas TPS justru yang lebih
mendesak dilakukan. Pengawas TPS adalah perwakilan negara, yang dibiayai oleh uang
negara untuk memastikan proses pemungutan suara berjalan dengan baik. Oleh sebab itu,
ke depan, partai politik mestinya tidak perlu khawatir lagi dengan kebutuhan menghadirkan
saksi, dan biaya yang mahal untuk menyiapkan saksi. Karena dengan adanya pengawas TPS,
kebutuhan untuk mendapatkan salinan dan informasi hasil penghitungan suara bisa
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didapatkan dari pengawas TPS. Jika terdapat kesalahan dan pelanggaran yang merugikan
peserta pemilu, pengawas TPS idealnya dapat bertindak untuk menjaga kemurnian suara
pemilih dari segala praktik curang dan manipulatif.

Efektivitas Dana Negara untuk Metode Kampanye lklan di Media

Selain memfasilitasi APK, KPU juga dapat memfasilitasi penayangan iklan kampanye peserta
pemilu. Peserta pemilu yang difasilitasi terdiri atas pasangan calon presiden dan wakil
presiden; partai politik nasional dan lokal; serta calon anggota DPD. Fasilitasi penayangan
iklan kampanye dilakukan pada media cetak (koran harian); media elektronik (televisi);
media elektronik (radio); dan media daring.

Fasilitasi KPU untuk iklan di media ini perlu ditinjau ulang. KPU perlu membedakan media
privat dan media yang menggunakan frekuensi publik. Media televisi dan radio
menggunakan frekuensi milik publik untuk bisa bersiaran. UU Penyiaran mengamanatkan
agar frekuensi publik digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat. Frekuensi yang
dipinjamkan publik kepada stasiun televisi dan radio hendaknya digunakan untuk
menyiarkan muatan yang berguna bagi publik untuk dapat menimbang dan membuat
keputusan-keputusan kesehariannya sebagai warga negara.

Frekuensi milik publik ini lah yang perlu diatur agar menjadi ruang yang setara bagi partai
politik untuk berkampanye yang akan berkontribusi pada netralitas politik yang dibutuhkan
publik. Salah satu cara untuk menjamin keberimbangan di frekuensi publik ini adalah
dengan memberikan jatah gratis di lembaga penyiaran (televisi dan radio milik negara
maupun milik swasta). Slot-slot iklan di televisi dan radio dibeli oleh KPU dan
pengalokasiannya pada partai politik atau peserta pemilu diatur secara berimbang dan
berkeadilan. Agar adil, slot iklan di luar yang sudah dibeli KPU, tidak diperbolehkan untuk
dijual pada partai politik. Tidak ada iklan lain selain di slot yang sudah dibeli oleh KPU.

Sementara iklan kampanye di media-media lain yang tidak menggunakan frekuensi publik,
seperti koran dan media daring, tidak perlu disubsidi oleh negara. Jenis dan jumlah fasilitasi
iklan kampanye pada media cetak (koran harian) dan media daring (online) sebagaimana
diatur di undang-undang dan di peraturan KPU diusulkan untuk dihapuskan.

Kesimpulan

Partai politik di tingkat pusat, khususnya partai politik yang memiliki kursi di parlemen, hasil
Pemilu 2019, dana negara yang diterima oleh partai politik selama ini, mayoritas
dimanfaatkan untuk kebutuhan aktivitas program partai dalam bentuk pendidikan politik.
Sebagian kecilnya digunakan untuk keperluan operasional partai politik.

Peningkatan dana negara untuk partai politik menjadi Rp. 1.000 sejak tahun 2018, dinilai
belum mampu secara signifikan memenuhi kebutuhan dan biaya operasional partai politik.
Dua kebutuhan rutin partai politik di luar tahapan pemilu, yakni pelaksanaan fungsi-fungsi
utama partai politik di dalam demokrasi, dan biaya operasional dan sekretariat partai,
belum secara signifikan mampu dipenuhi oleh dana negara untuk partai politik.



Dana dari negara yang dikelola oleh partai politik, sejauh ini mampu dimanfaatkan secara
maksimal untuk aktivitas pendidikan politik dalam berbagai metode. Selain itu, Sebagian
kecilnya, dipergunakan untuk kebutuhan operasional dan sekretariat partai politik.Ke
depannya, perlu dilakukan perhitungan yang jauh lebih detail terkait dengan kebutuhan
partai politik secara organisasi di luar tahapan pemilu. Penghitungan ini sangat dibutuhkan
untuk membuat dana negara betul-betul signfilkkan memenuhi kebutuhan organisasi partai
politik.

Sumber keuangan dana negara untuk partai politik di daerah, juga perlu untuk dikaji ulang
sumbernya, yang selama ini dibebankan kepada APBD masing-masing daerah. Kemampuan
APBD yang berbeda-beda, membuat terdapat beberapa daerah yang dana negara sangat
kecil. Perlu dilakukan kajian lanjutan yang jauh lebih detail, untuk memastikan dana negara
yang diberikan kepada partai politik, jumlahnya signifikan, dan dapat menjawab kebutuhan
organisasi partai politik. Termasuk juga memperkecil ruang partai politik untuk mencari
sumber dana yang lain, yang acap kali tidak dilaporkan, serta membuat partai politik
terjebak di dalam konflik kepentingan, dan kasus korupsi untuk beberapa kader partai
politik.

Selain pembenahan dana dari negara yang perlu digeser ke APBN, perlu ada mekanisme
yang jauh lebih sederhana, tetapi tetap terverifikasi dan akuntabel untuk pelaporan dana
negara yang digunakan oleh partai politik. Termasuk juga porses auditnya. Partai politik
juga mesti terus berbenah di dalam sistem tata kelola keuangan.

Selain itu, peruntukan dana partai politik yang diberikan kepada partai politik, tidak perlu
lagi dibatasi peruntukan. Partai politik perlu diberikan keleluasaan di dalam mengelola dana
negara yang diberikan kepada partai politik. Keleluasaan ini juga akan membantu partai
politik lebih tepat guna dan sasaran di dalam memanfaatkan dana negara yang sudah
diberikan kepada partai politik.

Di dalam tulisan ini, juga diperiksa efektivitas dana negara yang diberikan kepada partai
politik di dalam tahapan pemilu. Terdapat beberapa dimensi pemberian dana negara
kepada partai politik di dalam tahapan pemilu. Pertama, dana pelatihan saksi partai politik
peserta pemilu, dikelola oleh Bawaslu. Kedua, dana negara untuk pengadaan alat peraga
dan bahan kampanye peserta pemilu. Dan ketiga, dana negara untuk iklan politik di media
elektronik.

Dari hasil penelitian ini, ketidakefektifan di dalam beberapa pos anggaran dana negara yang
diberikan partai politik di dalam tahapan pemilu. Dana pelatihan saksi yang dikelola oleh
Bawaslu, ternyata tidak berdampak signifikan membantu partai politik di dalam proses
persiapan saksi di TPS. Di dalam praktik pada Pemilu 2019, saksi yang sudah dilatih oleh
Bawaslu, ternyata tidak semuanya saksi mendapatkan surat mandat partai untuk menjadi
saksi di TPS. Selain itu, pelaksanaan pelatihan saksi ini sebetulnya di dalam konsep dan
praktik, juga mencampurkan urusan internal partai politik dengan tugas pokok dan fungsi
Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu dan penegakan hukum pemilu.
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Artinya, tujuan untuk meringankan beban partai di dalam persiapan saksi, juga tidak
mendapatkan dampak yang signifikan. Padahal, uang negara yang digelontorkan untuk
pelatihan saksi ini terbilang cukup besar. Ke depan, sebaiknya pelatihan saksi tidak perlu
dibiayai lagi oleh negara, tetapi negara perlu memperkuat proses pengawasan di TPS, mulai
dari ketersediaan SDM, kapasitas, dan pengelolaan informasi terkait tahapan pemilu.

Berikutnya uang negara yang diberikan kepada partai politik di dalam tahapan pemilu
adalah pengadaan alat peraga kampanye. Di dalam praktik, bantuan keuangan negara yang
dikelola oleh KPU ini juga tidak efektif di dalam membantu partai politik di dalam
menyebarkan informasi dan pendidikan politik kepada pemilih. Agak berbelitnya proses
pengadaan antara partai politik peserta pemilu dengan KPU sebagai pengelola pengadaan
alat peraga kampanye, membuat tidak semua partai politik mengambil kesempatan untuk
alat peraga kampanye yang diadakan oleh KPU.

Oleh sebab itu, ke depannya, diperlukan penyederhanaan mekanisme pengadaan alat
peraga kampanye yang dibiaya oleh dana negara. Proses yang lebih sederhana perlu
dilakukan. Selain itu, untuk item kampanye yang sudah dibiayai oleh negara, perlu
penegasan tidak perlu lagi dilakukan oleh peserta pemilu. Larangan ini sebaiknya ditujukan
kepada pengeluaran dana kampanye yang berbiaya besar, seperti iklan politik di media
massa. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan tujuan kesetaraan kesempatan di dalam
berkampanye bisa diwujudkan.

INDONESIA
MAJU
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BAGIAN 2

JOKOWI, DASAMUKA PEMBERANTASAN KORUPSI

Feri Amsari

Dosen Hukum Tata Negara dan
Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO)
Fakultas Hukum Universitas Andalas;
Managing Partner THEMIS Indonesia Law Firm

Pendahuluan

Jika pernah menikmati “drama” dari epos Ramayana, pembaca disuguhkan cerita tentang
ketertiban yang dirusak kekuasaan koruptif dari Rahwana Sang Raja Alengka. Rahwana
dikenal sebagai iblis raksasa bermuka sepuluh dan bertangan dua puluh yang kejam.

Tentu saja pengantar tersebut tidak hendak menyamakan pemerintahan Presiden Joko
Widodo dengan Rahwana. Perbandingan hanya akan membicarakan relevansinya terhadap
kekuasaan tanpa batas yang menghasilkan kerusakan, terutama dalam konteks
pemerintahan yang koruptif. Presiden Jokowi sendiri dikenal sebagai figur yang bersih dan
merakyat ketika menjabat Walikota Solo. Namun tulisan ini tidak membicarakan masa lalu
Sang Presiden tetapi melihat secara onjektif kebijakan dan tindakannya sebagai kepala
negara dan kepala pemerintahan yang memiliki kekuasaan penuh. Bukankah setiap
kekuasaan berpotensi menyimpang.

Perwujudan Jokowi yang bersih dan merakyat itu kian lama kian disadari memiliki wajah
baru yang merusak. Seluruh gagasan kampanye yang terkait pemberantasan korupsi tidak
diwujudkan untuk membenahi layanan negara terhadap rakyat menjadi lebih baik tetapi
terus berjalan ke arah berbeda. Pada era Jokowi, terutama periode kedua, kehancuran luar
biasa terhadap pemberantasan korupsi terus terjadi secara simultan. Menjelang akhir
pemerintahannya Jokowi mulai terlihat sandiwara penghancuran Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) dan semangat pemberantasan korupsi.

Wajah lain Jokowi kian terlihat ketika dorongan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang (Perpu) untuk menyelamatkan posisi KPK. Presiden tampil
mempertanyakan kehendak DPR yang mengubah UU dan memberikan kesan keluarnya
Perpu. Beberapa tokoh diajak bertemu untuk memberikan masukan. Bahkan berpidato
penuh kebimbangan perihal KPK, Ujungnya, Perpu tak pernah dikeluarkan.
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Mengubah UU KPK

Rencana perubahan UU KPK telah berlangsung lama. Setiap periode pemerintahan terjadi
upaya mengubah kewenangan lembaga antirusuah itu melalui revisi undang-undang.
Semua gagal karena dua faktor: rakyat yang bersatu membela KPK dan presiden yang malu
dituding sebagai pelaku perubahan UU KPK. Hanya pada periode Jokowi upaya itu
membuahkan hasil.

Pada akhir jabatan periode pertama Jokowi dan masa tugas Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia (DPR) 2014-2019, kembali dilakukan upaya mengubah Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (UU KPK).* Proses pembahasan hingga pengesahan berlangsung singkat dan
terburu-buru. Terhitung hanya 12 hari revisi UU KPK disahkan menjadi undang-undang.

Pembahasan revisi UU KPK yang ekstra cepat itu dimulai dengan rapat Badan Legislasi
(Baleg) DPR. Lalu, tiba-tiba saja pada Kamis (6/9/2019), DPR menggelar rapat paripurna
yang salah satu agendanya adalah mengesahkan RUU KPK menjadi inisiatif DPR RI. Seluruh
anggota DPR RI yang hadir pun kompak menyatakan setuju untuk merevisi UU KPK.> Salah
satu permasalahan utama pada Perubahan Kedua UU KPK adalah menjadikan lembaga
antirusuah itu berada dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang awalnya independen.

Wajah baru KPK itu diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Perubahan Kedua UU KPK yang
selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi
Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif
yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sesuai dengan Undang-Undang ini.”

Berbagai pertanyaan ketatanegaraan timbul dari ketentuan itu. Misalnya, apakah frasa
“rumpun” adalah peristilahan yang jamak digunakan dalam ketatanegaraan Indonesia?
Atau, rumpun tersebut menggambarkan posisi lembaga negara yang berada di bawah
kendali lembaga negara tertentu. Beberapa istilah konstitusional yang jamak digunakan
adalah frasa “lingkungan” dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang menggambarkan
lingkungan peradilan dalam kekuasaan Mahkamah Agung. Pasal 24 ayat (3) UUD 1945
menggunakan frasa “badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan
kehakiman” yang acapkali dijadikan dasar keberadaan KPK dan Kejaksaan secara
konstitusional.
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Peristilahan “rumpun” itu membuat dugaan bahwa rancang bangun untuk merusak KPK
tidak didukung analisa ketatanegaraan yang baik. Sekaligus argumentasi itu menjelaskan
kenapa pada pemerintahan Jokowi proses pembentukan undang-undang berlangsung
berantakan dan terburu-buru. Sepertinya yang paling penting adalah mengendalikan KPK
dengan segala cara. Prosedur dan moralitas tidak dijadikan pagar dalam upaya politik
tersebut.

Pada titik ini, perubahan UU KPK terang merupakan kepentingan Presiden Jokowi yang
murka atas kerja lembaga antirusuah. Presiden termasuk yang menginginkan lemahnya
KPK. Salah satu faktornya, KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap orang-orang
Jokowi, termasuk para menterinya.

Mustahil perubahan UU KPK hanyalah kehendak dari DPR semata. Jika Jokowi tidak
menginginkan hal tersebut, sedari awal tidak mungkin terdapat Surat Presiden yang
menunjuk menteriuntuk mewakil pemerintah melakukan pembahasan perubahan undang-
undang. Bahkan jika tidak atas restu presiden, pembahasan undang-undang dapat berakhir
kapan pun diinginkan Jokowi. Drama tidak dilakukannya penanda-tangan UU adalah wajah
berikutnya dari mungka koruptif kewenangan Jokowi. Padahal tanpa menanda-tangani
dengan sendirinya UU tersebut akan berlaku.

Peran Mahkamah Konstitusi

Keburukan menjalankan kekuasaan pada dasarnya dapat dikendalikan secara
konstitusional melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Lembaga yang diisi para
negarawan yang berintegritas dan paham ketatanegaraan serta konstitusi itu difungsikan
untuk menetralisir hasrat politik Presiden dan DPR yang kerap menyimpang.

Namun jika peradilan konstitusional itu disimpangkan dengan menempatkan perwakilan
kepentingan politik sebagai hakim maka sulit diharapkan negara dapat berjalan secara
konstitusional. Segala putusan MK akan menjadi keputusan politik dan dikendalikan
lembaga negara lainnya. Begitu juga ketika membaca putusan MK terkait KPK.

Perubahan desain kelembagaan KPK yang awalnya merupakan lembaga independen itu
terjadi pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Hilangnya
independensi KPK dimulai sejak keluarnya Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017.
Perubahan UU KPK hanya meligitimasi dan mengikuti perihal yang telah diisyaratkan oleh
putusan MK a quo. Mahkamah dalam putusan tersebut menegaskan bahwa KPK
sebenarnya merupakan lembaga di ranah eksekutif, yang melaksanakan fungsi-fungsi
dalam domain eksekutif, yakni penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Pandangan yang menempatkan KPK sebagai rumpun eksekutif itu memperlihatkan
lemahnya pemahaman ketatanegaraan dan perkembangan ilmu konstitusi terkini. Bruce
Ackerman menjelaskan bahwa saat ini cabang-cabang kekuasaan tidak sekedar eksekutif,
legislatif dan yudikatif semata. Muncul dalam tulisan terkemuka Ackerman berjudul, “the
New Separation of Powers” yang menjelaskan cabang kekuasaan lain, yaitu: “integrity
body” yang bertugas memastikan tidak terjadinya penyimpangan kekuasaan eksekutif,
legislatif, dan yudikatif. Ajaran ini yang membuat cabang kekuasaan independen diperlukan
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sebagaimana juga muncul dalam UUD 1945, seperti: Pasal 23E ayat (1) yang menentukan
lembaga Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga yang bebas dan mandiri. Sehingga
pandangan yang menyatakan bahwa lembaga negara harus dari berada di salah satu
cabang kekuasaan eksekutif, legislatif atau yudikatif merupakan pandangan yang telah
lama tertinggal karena berbasis pada tulisan Charles Baron Montesquieu saja yang ditulis
pada abad-18.

Itu sebabnya Putusan MK sangat tertinggal dalam memahami kajian hukum tata negara.
Menurut MK, KPK jelas bukan di ranah yudikatif, karena bukan badan peradilan yang
berwenang mengadili dan memutus perkara. KPK juga bukan badan legislatif, karena bukan
organ pembentuk undang-undang. Posisi KPK yang berada di bawah rumpun eksekutif
diyakini akan tetap mempertahankan sifatnya yang independen serta bebas dari pengaruh
kekuasaan manapun dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Terlihat bahwa
Mahkamah mempersempit definisi dan pengelompokan lembaga negara karena
memaksakan KPK untuk masuk ke dalam cabang kekuasaan eksekutif. Pandangan itu jelas
terlihat kuno. Padahal sebagai negarawan yang memahami konstitusi, pandangan
konstitusional baru mengenai itu harusnya disinggung dalam putusan.

Selain muatan isi yang bermasalah, proses pembahasan yang dilakukan secara cepat dan
singkat juga menuai kritik publik. Sejalan dengan pandangan publik itu, Hakim Konstitusi
Wahiduddins Adams melalui dissenting opinion-nya berbeda melihat tata cara
pembentukan undang-undang ini. Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams berpendapat
bahwa perubahan UU KPK telah mengubah postur, struktur, arsitektur, dan fungsi KPK
secara fundamental. Pada titik itu pendapat itu telah mengaitkan materil atau isi undang-
undang dengan formalitas pembentukan sebuah lembaga yang berkaitan dengan proses
pengundangan.

Proses pengundangan yang bermasalah itu juga berkaitan dengan partisipasi publik yang
diabaikan pembentuk UU. Menurut Hakim Wahiduddin, rendahnya partisipasi publik telah
menyebabkan terabaikannya jaminan konstitusional warga negara dalam pembentukan
undang-undang a quo. Setidaknya terdapat tiga opsi koridor untuk memutus perkara
pengujian terhadap proses Perubahan Kedua UU KPK. Pertama, mempertahankan undang-
undang a quo. Kedua, Mahkamah memperbaiki beberapa materi yang terdapat dalam
undang-undang a quo dengan mengabulkan sebagian permohonan para pemohon. Ketiga,
kembali ke UU KPK sebelum perubahan dan menyatakan Perubahan Kedua UU KPK
bertentangan dengan UUD 1945. Namun, seperti yang diketahui bersama, Mahkamah
memutuskan untuk menggunakan opsi pertama dan menolak permohonan judicial review
Perubahan Kedua UU KPK.

Agar dapat memahamipermasalahan yang terdapat pada proses Perubahan Kedua UU KPK,
maka perlu dilakukan penelaahan dari waktu yang digunakan DPR Rl bersama dengan
Presiden selaku pembentu undang-undang secara kronologis. Kemudian, memperhatikan
peraturan pelaksana yang muncul disahkannya undang-undang a quo.



Kronologi Perubahan

Wacana untuk melakukan revisi terhadap UU KPK kembali hadir setelah sekian lama
mengendap di DPR RI. Wacana tersebut ditindaklanjuti oleh Badan Legislasi dan
Pemerintah dengan mencantumkannya ke dalam Program Legislasi Nasional Prioritas
Tahun 2019. Rancangan Perubahan Kedua UU KPK terdapat pada daftar kumulatif terbuka
berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor: 19/DPRRI/I/2018-2019 tentang Program Legislasi
Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2019 dan Perubahan Program
Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2015- 2019. Berikut terdapat catatan
waktu yang digunakan oleh DPR Rl bersama dengan Presiden selaku pembentuk undang-
undang dalam melakukan pengusulan, pembahasan, hingga pengesahan terhadap
Perubahan Kedua UU KPK.

3 September 2019

Dilaksanakannya Rapat Baleg DPR RI dengan Pengusul (anggota DPR RI) dengan
agenda untuk melakukan pembahasan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua
atas UU KPK.

5 September 2019

Dilaksanakannya Rapat Paripurna DPR Rl yang memutuskan seluruh fraksi
menyetujui RUU tentang Perubahan Kedua atas UU KPK untuk menjadiusul DPRRI.
Rapat tersebut hanya dihadiri oleh sekitar 70 orang anggota DPR RI. Seluruh
anggota yang hadiri menyetujui usulan tersbut dalam rapat yang berdurasi singkat.

9 September 2019

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly menerima naskah
rancangan Perubahan Kedua UU KPK dari DPR RI.

11 September 2019

Presiden Joko Widodo menerima daftar inventaris masalah (DIM) dari naskah
rancangan Perubahan Kedua UU KPK. Presiden menyatakan telah mengundang
sejumlah pakar untuk melakukan kajian terhadap naskah rancangan tersebut.
Namun, permasalahannya ada pada waktu yang digunakan oleh pemerintah untuk
melakukan pembahasan hanya dalam dua hari setelah menerima naskah
rancangan dari DPR RI. Kemudian, pada malam harinya, Presiden telah
mengirimkan tanggapannya kepada DPR RI.

Presiden Joko Widodo mengirim Surat Presiden (Surpres) mengenai revisi Undang-
undang KPK, tanda setujunya pemerintah membahas undang-undang a quo
bersama dengan DPR RI. Presiden menunjuk Menteri Hukum dan HAM Yasonna
Laoly dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-
RB) Syafruddin untuk membahas Perubahan Kedua UU KPK.

12 September 2019
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Dilaksanakannya Rapat Kerja Baleg DPR RI dengan Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dengan agenda pembahasan naskah rancangan Perubahan Kedua
KPK . Merespons Surpres tersebut, Baleg DPR pada malam harinya, menggelar rapat
kerja bersama Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly di Kompleks Parlemen,
Senayan, Jakarta. Wakil Ketua Baleg Totok Daryanto memaparkan poin yang direvisi
pada UU KPK. Beberapa poin rencana perubahan, di antaranya pembentukan
Dewan Pengawas, kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum yang berada di
cabang eksekutif, sistem kepegawaian, KPK dan pelaksanaan penyadapan.

3 September 2019

Presiden Jokowidodo menyampaikan sejumlah usulan pemerintah dalam
Perubahan Kedua UU KPK. Presiden menyetujui pembentukan Dewan Pengawas
KPK, pemberian kewenangan penerbitan Surat Penghentian Penyidikan Perkara
(SP3), perubahan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), dan
penyadapan yang harus mendapat izin dewan pengawas. Usai Presiden
menyampaikan sikapnya, pemerintah dan DPR Rl membahas revisi undang-undang
tersebut dalam Panitia Kerja Revisi Undang-undang KPK. Rapat berlangsung
terbuka hanya sekali.

Kemudian dilaksanakannya Rapat Panitia Kerja Baleg DPR RI dengan Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, dan
Sekretariat Negara dengan agenda pembahasan RUU KPK Perubahan Kedua.
Pembahasan ini dilakukan secara tertutup.

16 September 2019

Dilaksanakannya Rapat Panitia Kerja Baleg DPR Rl dengan Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Sekretariat
Negara dengan agenda pembahasan RUU KPK Perubahan Kedua. Pembahasan ini
dilakukan secara tertutup.

17 September 2019

Dilaksanakan Rapat Paripurna DPR Rl dengan agenda pengambilan keputusan
terhadap RUU KPK Perubahan Kedua menjadi undang-undang. Rapat paripurna ini
menyetujui dilakukannya perubahan kedua terhadap undang-undang a quo.

Proses yang berlangsung singkat itu memperlihatkan bahwa pembentuk UU
memanfaatkan keadaan dalam mengesahkan ketentuan ini kian terasa. Terutama
eforia kemenangan Jokowi periode kedua. Berlahan tapi pasti Jokowi menyusun
langkah-langkah selanjutnya mematikan KPK.



E.

Peraturan Pelaksana Pasca Perubahan Kedua UU KPK

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengangkatan Ketua
dan Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pembentukan Dewan Pengawas KPK (Dewas KPK) dilatarbelakangi oleh penambahan
Pasal 37A pada Perubahan Kedua UU KPK yang menjelaskan bahwa dalam rangka
mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi, maka
dibentuklah Dewan Pengawas sberanggotakan lima orang dan memegang jabatan
selama empat tahun. Dewas KPK juga dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama
hanya untuk satu kali masa jabatan. Karena tidak diatur lebih lanjut di dalam undang-
undang a quo, maka dibentuklah Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Tata Cara Pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi.

Ketentuan baru pada Perubahan Kedua UU KPK membuat Komisioner KPK tidak lagi
menjadi struktur tertinggi dalam lembaga anti rasuah tersebut. Pasal 21 ayat (1)
undang-undang a quo meletakkan Pimpinan KPK di bawah Dewas KPK. Masalahnya
juga ada di struktur Dewas KPK karena menambah sistem baru jadi dua kelompok
pimpinan yaitu komisioner dan Dewas. Karena Dewas sangat bisa mencampuri urusan-
urusan pro justitia yang merupakan proses penegakkan hukum. Kalau melihat
ketentuan yang terdapat pada Perubahan Kedua UU KPK, Dewas KPK memiliki
kewenangan yang lebih besar karena semua melalui izin dewas. Bahkan Pimpinan KPK
bisa dilaporkan ke Dewas. Dewas juga bisa mempermasalahkan Pimpinan KPK terkait
etik.

Contohnya terkait dengan penggeledahan, mereka harus izin Dewas KPK terlebih
dahulu dan sebelumnya harus dilakukan gelar perkara. Kasus-kasus korupsi seperti ini
kan butuh kerahasiaan dan gerak cepat. Kalau digelar perkara tentu nanti akan lebih
dulu orang lain mengetahuinya. Dewas KPK akan mendominasi di setiap lini karena
menentukan putusan akhir setiap tindakan pimpinan dan pegawai KPK. Bahkan bisa
menentukan pelanggaran etik. Tetapi Dewas bisa pula menjadi masalah serius jika
ditempati orang-orang bermasalah.
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Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara

Alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu
subtansi bermasalah yang terdapat di dalam Perubahan Kedua UU KPK. Ketentuan
yang terdapat pada Pasal 1 ayat (6) UU KPK menjelaskan bahwa, “Pegawai Komisi
Pemberantasan Korupsi adalah aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam
peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara.” Untuk
menindaklanjuti hal tersebut, dilahirkanlah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41
Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(KPK) Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Padahal, didalam UU KPK tidak terdapat
satupun pasal yang mengisyaratkan agar pemerintah mengeluarkan sebuah peraturan
khusus untuk melakukan alih status pegawai KPK menjadi ASN.

Sedari awal alih status pegawai ini merupakan langkah strategis untuk melemahkan
dan menghentikan gerak KPK. Pegawai internal yang awalnya direkrut secara mandiri
oleh KPK, akhirnya sekarang beralih status menjadi ASN sebagaimana ditegaskan oleh
Pasal 1 angka 6 UU KPK pasca perubahan. Muatan isi yang baru dalam undang-undang
tersebut mengubah posisi KPK yang awalnya berjalan secara independen, namun
sekarang harus rela berada di dalam genggaman kekuasaan eksekutif.

Status ASN yang melekat pada pegawai KPK merupakan salah satu cara untuk
menghilangkan independensi KPK. Yulianto (2020) menjelaskan bahwa salah satu ciri
dari konsep lembaga negara yang independen adalah kemandirian dalam pengelolaan
sumber daya manusia yang dimilikinya dan ini sepertinya yang tidak ingin dihadirkan
oleh pengambil kebijakan politik saat ini. Selama ini pengelolaan kepegawaian KPK
dikelola secara profesional dan mandiri dengan ukuran kinerja yang jelas. Revisi
undang-undang KPK mengakibatkan status kepegawaian KPK tunduk pada Undang-
Undang Aparatur Sipil Negara dan setiap kebijakan mutasi dan rotasi jabatan harus
berkiblat ke Kementerian ASN.

Melalui posisi kelembagaannya saat ini, bukan tidak mungkin pada suatu waktu
pegawai KPK akan ditarik dan dimutasi sesuai dengan keinginan pemerintah yang
berkuasa. Pemerintah melalui Kementerian ASN akan sangat mudah mengintervensi
pegawai KPK dengan dalih rotasi atau mutase ke posisi bahkan ke lembaga lain.
Kewenangan yang dimiliki pemerintah untuk mengubah komposisi pegawai dapat
menjadi alat untuk menggerus independensi dan integritas dari dalam tubuh KPK.
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3. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 tentang tata Cara
Pengalihan Status Pegawai Menjadi Aparatur Sipil Negara

Perihal alih status pegawai KPK menjadi ASN itu merupakan salah satu perintah dari
pasal baru yang terdapat di dalam Perubahan Kedua UU KPK. Detail soal alih fungsi
pegawai KPK ini kemudian diperkuat oleh Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi
Nomor 1 Tahun 2021 tentang tata cara pengalihan status pegawai menjadi aparatur
sipil negara (ASN). Namun, terdapat perbedaan dari aturan alih status yang terdapat
di dalam peraturan pemerintah dengan ketentuan pada peraturan KPK a quo.
Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 5 ayat (4) peraturan KPK a quo yang
menyatakan bahwa:

“Selain menandatangani surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
untuk memenuhi syarat ayat (2) huruf b dilaksanakan asesmen tes wawasan
kebangsaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan Badan
Kepegawaian Negara.”

Pada dasarnya, menjadikan pegawai KPK saja sudah menjadi permasalahan yang
menggerus independensi lembaga anti rasuah tersebut. Apalagi KPK menambahkan
sebuah mekanisme asesmen yang dapat digunakan untuk menyingkirkan pegawai-
pegawai yang selama ini menolak pelemahan KPK melalui Perubahan Kedua UU KPK.

Proses tes wawasan kebangsaan (TWK) dilakukan oleh KPK bersama dengan Badan
Kepegawaian Negara (BKN). Ketika proses tersebut tengah berjalan, Kepala Badan
Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menolak membuka informasi perihal
proses pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK) yang dilakukan kepada pegawai
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bima berdalih, “informasinya menjadi rahasia
negara.”” Pernyataan tersebut merupakan sebuah permasalahan besar karena
disampaikan tanpa memahami ketentuan yang terdapat di dalam undang-undang.

Ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan pengaturan serta limitasi terkait
dengan informasi yang dikecualikan, yaitu: informasi yang dapat menghambat proses
penegakan hukum; mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan
intelektual; membahayakan pertahanan dan keamanan negara; merugikan ketahanan
ekonomi nasional, dan merugikan kepentingan luar negeri. Sementara itu, proses TWK
tidak termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan tersebut.

Kemudian, secara administrasi pelaksanaan TWK bermasalah. Penyelenggaraan tes
tersebut tidak sesuai dengan ketentuan UU KPK. Sebab, Undang-undang a quo tak
mengatur kewajiban tes untuk alih status pegawai. Tes diselenggarakan berdasar
kehendak pimpinan KPK yang didasari pada Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021.
Pertanyaan yang muncul pada saat pelaksanaan TWK juga tidak relevan dengan tugas
pokok dan fungsi yang dimiliki oleh lembaga tersebut. Seperti pertanyaan yang

7 Alfian Putra Abdi, Kejanggalan Baru Alih Status Pegawai KPK: Proses TWK Rahasia Negara, tirto.id,

https://tirto.id/kejanggalan-baru-alih-status-pegawai-kpk-proses-twk-rahasia-negara-ggYT, diakses pada hari
Minggu 4 Desember 2022.
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berkaitan dengan Front Pembela Islam (FPI), kemudian juga terdapat pertanyaan yang
berhubungan dengan pendapat pegawai KPK terhadap program pemerintah. Padahal,
pegawai KPK secara etis tidak boleh berurusan dengan perdebatan politik. Mereka
tidak dibolehkan menunjukan dukungan atau penolakan terhadap program-program
pemerintah.?

Pasal 12B Perubahan Kedua UU KPK

Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh KPK adalah melakukan penyadapan sebagai salah
satu alat sepanjang proses penegakkan hukum untuk membongkar dugaan tindak pidana
korupsi. Namun, terdapat perubahan terkait dengan mekanisme penyadapan yang
dilakukan oleh lembaga anti rasuah tersebut pasca Perubahan Kedua UU KPK. Pasal 12B
undang-undang a quo mengisyaratkan penyadapan hanya bisa dilaksanakan setelah
mendapatkan izin tertulis dari Dewas KPK. Ketentuan ini sebenarnya menjadi sebuah
permasalahan karena terdapat potensi kebocoran informasi dan bertentangan dengan
konsep ideal yang ditawarkan oleh hukum internasional terkait mekanisme yang harus
dilewati untuk melakukan penyadapan.

Konsepsi pengaturan penyadapan ideal tersebut sebenarnya dalam dunia internasional
telah jamak, misalnya Convention on Cybercrime juga telah menentukan limitasi yang harus
dipenuhi dalam penyadapan untuk tetap menjaga iklim demokratis dan penghormatan
terhadap hak asasi manusia. Beberapa catatan yang harus dipenuhi adalah lawful
interception hanya dilakukan oleh lembaga resmi negara yang memiliki otoritatif sesuai
dengan regulasi nasional dan internasional, adanya jangka waktu yang pasti dalam
melakukan penyadapan, memiliki akuntabilitas terhadap hasil penyadapan sebagai forensik
bukti digital ketika akan diajukan pada persidangan, dan adanya pembatasan mengenai
pihak yang yang dapat mengakses penyadapan. Dengan demikian, sangat jelas melarang
akses secara sewenang-wenang, penyadapan ilegal, data dan sistem penyadapan,
penyalahgunaan perangkat yang hasilnya tidak akan memiliki nilai pembuktian dan
memberikan hak hukum mengajukan gugatan.’ Oleh karena itu, ketentuan terkait dengan
penyadapan seharusnya diatur dalam sebuah undang-undang khusus, bukannya membuat
sebuah dewan pengawas di dalam KPK dan menjalankan sebuah fungsi yang tidak dikenal
oleh ketentuan nasional dan internasional, yaitu memberikan izin penyadapan.

Salah satu opsi yang ditawarkan dahulu adalah penyadapan yang dilakukan oleh KPK harus
mendapatkan izin dari pengadilan. Namun, terdapat kekhawatiran akan munculnya konflik
kepentingan, apakah akan efektif jika ternyata orang yang akan disadap adalah hakim
pengadilan negeri atau bahkan ketua pengadilan negeri. ketentuan memang memunculkan
dilema tersendiri, di satu sisi diperlukan demi penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia,
namun di sisi lain juga dapat menguntungkan para koruptor yang cukup "licin", karena
aturan seperti itu relatif lebih "bersahabat" bagi mereka. Namun, permasalahannya
menjadi lebih besar ketika ketentuan pemberian izin tersebut dilakukan oleh Dewas KPK.

8

9
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Terkait dengan mekanisme penyadapan yang dilakukan oleh KPK harus mendapatkan izin
dari dewan pengawas paling lama 1x24 jam akan membuat KPK menjadi melambat dalam
melakukan proses penegakkan hukum dan dan bisa membuat lembaga anti rasuah tersebut
kehilangan momentum untuk menangkap terduga pelaku tindak pidana korupsi dalam
operasi tangkap tangan. Bahkan proses penyadapan dapat batal ketika Dewas KPK tidak
mengeluarkan izin.

Penutup

Merujuk pada penjelasan terkait dengan kronologi pembahasan hingga peraturan
pelaksana UU KPK pasca perubahan kedua, maka dapat terlihat bahwa terdapat
permasalahan terkait dengan proses legislasi hingga subtansi yang terdapat di dalam
undang-undang a quo. Pembahasana yang dilakukan dalam waktu singkat dan tertutup
telah menutup ruang bagi partisipasi masyarakat untuk memberikan masukkan terhadap
UU KPK. Pembahasan juga dilakukan dengan mengabaikan penolakkan masyarakat yang
melihat bahwa Perubahan Kedua UU KPK hanya menjadi upaya untuk melemahkan
lembaga anti rasuah tersebut.

Kemudian, beberapa peraturan pelaksana dari perubahan terhadap undang-undang a quo
juga mengakibatkan permasalahan secara struktural dan proses penegakkan hukum.
Contohnya adalah Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 tentang
tata Cara Pengalihan Status Pegawai Menjadi Aparatur Sipil Negara yang mengisyaratkan
dilaksanakannya TWK dan mengakibatkan puluhan orang pegawai KPK harus meninggalkan
lembaga tersebut.

Perubahan ini memperlihatkan Jokowi adalah aktor utama dalam agenda mematikan KPK.
Tidak lain dan tidak bukan, mematikan KPK merupakan permulaan penting bagi Jokowi
mengendalikan banyak hal. Sebagaimana Rahwana yang meruntuhkan berbagai nilai-nilai
kemanusiaan dalam pewayangan. Perlu kesadaran bersama untuk mengembalikan KPK
pada bentuknya semula dalam pemberantasan korupsi.

25







BAGIAN 3

KORUPSI SUMBER DAYA ALAM, OLIGARKI
& PENYANDERAAN NEGARA

Eko Cahyono

Pegiat dan Peneliti Sajogyo Institute (SAINS)
dan Wakil Direktur Papua Studi Center (PSC)

Akumulasi primitive melibatkan penjarahan aset publik, pengambilan paksa tanah milik rakyat
, manipulasi hukum, proteksi pasar, pemakaian kekuasaan negara untuk mendistorsi harga
pasar, transfer melalui fiskal, penaklukan kolonial, dan sebagainya. Lugasnya, akumulasi
primitif melibatkan korupsi besar-besaran. Kisah pemburuan rente, state chapter, dan
penjarahan aset publik sebagai asal-usul kaum kapitalis di banyak negara sedang berkembang
(termasuk Indonesia)*°

A. Memproblematisasi Ulang Makna Korupsi

Pendasaran makna korupsi sebagai bagian yang melekat dari praktik akumulasi primitif
dalam tradisi Marxian di cuplikan pembuka tulisan ini, dapat membantu menjelaskan
bahwa persoalan korupsi (yang) tak terbatas semata soal ekonomi. Sebab keragaman
makna dan pendekatan dalam pendefisian makna korupsi memiliki potensi kesesatan
ketika menganggap apa yang dihasilkan satu cabang ilmu sosial sebagai keseluruhan
gejala korupsi itu sendiri. Salah satunya kesesatan itu berwujud dominasi pendekatan
ekonomi---dengan kerangka nilai untung-rugi yang bersifat finansial atau material,
juga dimunculkannya permainan insentif---dalam memahami dan menentukan garis
kebijakan anti-korupsi. Meskipun secara historis dalam dinamika kontestasi diskursif
makna korupsi tidak bisa diringkus dalam satu tarikan nafas alam batin periode/zaman
tertentu. Sebab, korupsi adalah persoalan abadi lintas-sepanjang zaman.

10 Priyono, B.Herry, Korupsi: Melacak Arti, Menyimak Implikasi, Kompas Gramedia, Jakarta 2018.
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Dengan demikian tetap penting pendasaran makna konseptual dari korupsi ini. Sebab
halini akan menentukan luasan cakrawala tawaran pencegahan dan pemutusan wabah
gurita korupsi, bentuk-bentuk dan jurus-strategi gerakan anti korupsi. Di penutup
‘Kitab” tentang korupsi, B. Herry Priyono (2018) memberikan refleksi kritis tentang
makna korupsi itu, yakni: ‘Korupsi merupakan problem moral yang merentang
sepanjang sejarah peradaban umat manusia sejak dulu kala, sejauh masyarakat
mengenal dan mengakui adanya tatanan sosial yang diidealkan di satu sisi, dan
kacaunya ruang gelap yang menampung irasionalitas, absurditas, kesesatan,
kekacauan, kebusukan, dan kerusakan di sisi lain.” Maka, lanjutnya, “Luasnya korupsi
berlangsung melalui dalil domino: korupsidisatu institusi terjalin dalam rantai domino
dengan praktik korupsi di institusi-institusi lain. Penjungkirbalikan standar integritas
institusional inilah yang menjadi jantung alasan mengapa konsep korupsi integral
dengan cita-cita tatanan yang baik. Sejauh suatu masyarakat mempunyai paham dan
cita-cita membentuk tatanan, sejauh itu pula korupsi menjadi kegelisahan abadi®®.

Dengan pendasaran cakrawala makna semacam ini, maka, selain korupsi sebagai
bagian melekat dalam praktik akumulasi primitif kaum kapitalis yang berarti pekat
dengan dimensi struktural -- melampaui dominasi pendekatan ekonomi--, di sisi lain,
korupsi juga merupakan persoalan etik-moral yang terkait erat dengan pembusukan
dan perusakan cita-cita tata sosial ideal peradaban akibat dari penjungkirbalikan
integritas institusional.

Bentang masalah praktik korupsi sumberdaya alam di Indonesia, dalam pengalaman
Gerakan Nasional Penyelamatan Sumberdaya - Komisi Pemberantasan Korupsi
(GNPSDA - KPK), yang digeluti Penulis, kurang lebih sejak 2013 hingga sekarang dapat
dijelaskan melalui kombinasi perspektif struktural dan etik-moral di atas.

1 Ibid. him. 527.



Praktik dan Modus Korupsi SDA di Indonesia

KPK-GNSDA adalah kelanjutan dan perluasan dari mandat Nota Kesepakatan Bersama
(NKB) 12 Kementrian dan Lembaga®. Tujuan utamanya adalah mendorong lebih beragam
agenda penting penertibkan beragam tata kelola sumberdaya alam (Kehutanan, Minerba,
Pertanian dan Perkebunan, Pertanahan, dan Kelauatan) baik dimensi penindakan dan
pencegahan korupsi. Tak hanya soal harmonisasi kebijakan, dan penataan prosedur
perijinan namun juga penyelesaian konflik sumberdaya alam di tingkat pusat dan daerah.

Bukan hal mudah menjalankan mandat penegakan korupsi sumberdaya alam. Selain masih
kuatnya ego sektoral antar kementerian dan lembaga, warisan kapling-kapling kepemilikan
sumbedaya alam “orang kuat”, tekanan kepentingan politik nasional dan global, dan yang
yang tak kalah penting adalah wilayah-wilayah penguasaan sumberdaya yang berstatus
“Legal non Legitimated ”. Satu bentuk status penguasaan sumberdaya alam yang telah
memenuhi prosedur legal formal, namun pada dasarnya merugikan/mengabaikan
kepentingan rakyat. Persoalan korupsi tidak diartikan sebagai persoalan pelaku-pelaku
korup, peraturan yangtidak berjalan, lemahnya penegakan hukum atau peran negara tidak
berfungsi, tetapi lebih dilihat sebagai adanya “institusi alternatif” oleh suatu jaringan yang
dipelihara oleh kekuasaan yang secara de facto lebih besar daripada kekuasaan legal
negara, yang mana sumberdaya sosialnya juga berasal aparat-aparat negara. Inilah temuan
inti dari laporan evaluasi KPK GNPSDA (2013-2018) Nota Sintesis. Hal ini disebut sebagai
bentuk korupsi struktural, kelanjutan dari korupsi bersifat institusional®®.

Lebih jauh diuraikan dalam laporan evaluasi 5 tahun perjalanan KPK-GNPSDA ini bahwa
salah satu hal yang fokus dikembangkan adalah memperluas makna dan arti korupsi yang
lebih kontekstual, terutama korupsi di sektor sumberdaya alam (SDA). Selama ini persoalan
korupsi di sektor SDA lebih banyak diartikan sebagai persoalan pelaku-pelaku korup,
peraturan yang tidak berjalan, lemahnya penegakan hukum atau peran negara tidak
berfungsi. Korupsi juga sering diartikan sebagai pemanfaatan sumberdaya publik untuk
kepentingan pribadi, memperkaya diri sendiri dengan beragam cara, yang disebabkan oleh
tidak bekerjanya peran negara, rendahnya ketertiban dan penegakan hukum, sehingga
merugikan kepentingan negara. Namun petikan pembelajaran yang dihasillkan dari
perjalanan dan praktik KPK GNP-SDA (2013-2018) menunjukkan bahwa semakin terlihat
tegas bahwa persoalan korupsi SDA lebih sebagai akibat adanya “institusi alternatif” yang
kuat dan sistematis sehingga mampu menyandera negara (state captured) untuk kepenting
kelompok mereka.

12

13

Penandatanganan NKB 12 K/L 11 Maret 2013 di istana negara adalah bagian dari upaya menyelesaikan akar
masalah sektor sumber daya alam atau sektor kehutanan yang sudah puluhan tahun tidak diselesaikan atau
belum menemukan alternatif penyelesaian terbaik. Selain itu, salah satu akar masalahnya adalah ego sektoral
dalam pengelolaan sumber daya alam. Secara normative NKB yang berlaku sampai 3 tahun

sejak ditandatangani ini mempunyai tiga agenda utama, yaitu harmonisasi regulasi dan kebijakan, penyelarasan
teknis dan prosedur dan resolusi konflik yang duurunkan ke dalam 93 rencana aksi. Lihat, Cahyono, Eko, dkk,
Resolusi Konflik GNPSDA: Lintasan Gagasan, Praktik dan Bentang Masalahnya, Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS, 5
(2-2), 75-92 e-ISSN/p-ISSN: 2615-7977/2477-118X DOI: https://doi.org/10.32697/integritas.v5i2-2. 484.

https://www.kpk.go.id/images/pdf/LITBANG/Nota-Sintesis-Evaluasi-GNPSDA-KPK-2018-Final.pdf. Penulis adalah
salah satu Tim Pakar dalam penyusunan dokumen ini.
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Dengan batasan makna korupsi di atas maka tindakan korupsi adalah praktik jaringan
penawaran atau transaksi antara individu-individu yang berjalan secara sistematis dengan
melibatkan kepercayaan, pengkhianatan, penipuan, subordinasi untuk kepentingan
tertentu, kerahasiaan, keterlibatan beberapa pihak, dan saling menguntungkan bagi para
pelaku. Maka, korupsi, bukanlah terjadi akibat tidak berfungsinya lembaga negara yang
menjalankan regulasi sebagai institusi legal. Dengan demikian penting penekanan korupsi
sebagai akibat dari keberadaan institusi alternatif, yang fokus pada kepentingan
pribadi/golongan tertentu, yang bersaing dengan institusi legal untuk mendapat legitimasi
dan kepercayaan dari pelaku-pelaku yang beragam di dalam lembaga negara maupun
masyarakat luas.

Hasil pelaksanaan Corruption Impact Assesment (CIA) oleh GNPSDA - KPK pada saat itu
menunjukkan bahwa korupsi bukan akibat lemahnya peran negara dalam pengelolaan
sumberdaya alam, melainkan keberadaaan korupsi itu sudah terdapat dalam sistem kerja
di dalam negara itu sendiri. Teknik-teknik tertentu dalam pengembangan otoritas dan
tanggung jawab terhadap pengelolaan sumberdaya alam yang ditetapkan Pemerintah,
misalnya, justru dapat menjadi penyebab kondisi terjadinya korupsi'®. Dengan batasan
ruang lingkup korupsi di sektor SDA di atas, dapat ditunjukkan bahwa segelintir kelompok
aktor (pribadi atau organisasi) melalui institusi alternatif (psudo legal) memiliki gurita
penguasaan sistem dan struktur kuasa (sosial, ekonomi dan politik) yang kuat, mampu
meraup ragam keuntungan (ekonomi - politik) dengan cara-cara yang sistemik. Jenis
korupsi sumberdaya alam semacam ini lebih dekat dengan pengertian korupsi ‘struktural’
daripada jenis korupsi ‘institusional’.

Sebab dalam laporan ini disebutkan bawah peta masalah korupsi SDA dari hulu hinga hilir
yang ditemukan KPK GNP-SDA selama ini, bukan hanya terbatas pada sistem regulasi,
administrasi dan birokrasi atau masalah ‘institusional” lainnya (saja) yang buruk dan rusak.
Lebih daripada itu, korupsi di sektor SDA ditentukan oleh berbagai faktor yang bersifat
struktural seperti kekuatan “pseudo-legal” (di luar negara). Kekuatan ini mampu memaksa
negara untuk melayani kepentingan pribadi, kelompok dan golongan tertentu namun
mengabaikan kepentingan publik dan rakyat yang lebih berhak secara konstitusional®.

Pokok utama dari temuan evaluasi KPK GNPSDA ini hendak menunjukkan bahwa salah satu
pemetaan akar masalah korupsi di sektor SDA selama 5 tahun perjalanan GNP-SDA adalah
kait kelindan praktik state-captured corruption (Korupsi yang menyandarea negara) dengan
lemahnya fungsi otoritas kelembagaan negara. State-captured corruption bukan semata
ditujukan untuk pembuktian adanya kuasa oligarki atas birokrasi negara, tetapi karena
makin jauhnya tujuan dan mandat negara atas tujuan konstitusionalnya. Hal ini terjadi
ketika arah kehidupan berbangsa dan bernegara tidak lagi diturunkan dari hikmat
kebijaksanaan dan mandat “sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat” yang telah
disepakati secara konstitusional sejak negara ini berdiri. Gambar berikut dapat menujukkan
lebih rinci bagaimana Penyaderaan Korupsi Negara berlangsung?®:
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Lebih jauh terkait institusi alternatif sebagai akar korupsi ini, dapat dilihat dalam naskah Orasi Guru Besar Prof.
Hariadi Kartodihardjo, dengan judul: “Diskursus dan Kebijakan Institusi-Politik Kawasan Hutan: Menelusuri Studi
Kebijakan danGerakan Sosial Sumberdaya Alam di Indonesia”, (IPB, 13 Februari 2016)

Nota Sistensis Evaluasi GNPSDA KPK (2019), https://www.kpk.go.id/images/pdf/LITBANG/Nota-Sintesis-
Evaluasi-GNPSDA-KPK-2018-Final.pdf.

Ibid. him. 14
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Evaluasi GNP-SDA

Pada bulan April tahun 2019 Jurnal Integritas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),
menerbitkan laporan edisi khusus “Evaluasi Pemberantasaan Korupsi Sektor Sumberdaya
Alam”. Ulasan bentang ragam topik laporan tersebut merupakan ringkasan proses dan hasil
rekam jejak lima tahun proses Gerakan Nasional Penyelamatan Sumberdaya alam (GNPSDA
-KPK). Ditandatangani Presiden Joko Widodo di Istana Negara, 19 Maret 2015, bersama 29
Kemenetrian dan Lembaga negara, serta 12 Kepala Daerah seluruh Indonesia. Satu tonggak
dan terobosan penting dalam sejarah pemberantasan korupsi di sektor sumberdaya alam
nasional. Jika hendak disarikan, setidaknya ada tiga hal penting dari laporan tersebut; (1)
Pembelajaran dari ragam upaya terobosan pencegahan Korupsi SDA dengan aneka
pendekatan dan batas-batasnya; (2) Pelanjutan agenda penataan ulang dan harmonisasi
kebijakan dan regulasi sumberdaya alam di Indonesia; (3) Reposisi peran dan strategi
GNPSDA-KPK dalam kepungan “relasi kuasa” politik oligarki dan reaktualisasi kolaborasi
dengan gerakan sosial yang lebih luas.

Laporan dalam jurnal ini menegaskan ulang bawah temuan utama Evaluasi GNPSDA-KPK
(2013-208) bahwa praktik gurita korupsi sumberdaya alam di Indonesia masih berakar kuat
pada masalah kelindan praktik ‘korupsi menyandera negara’ (state-captured corruption)
dengan lemahnya fungsi otoritas kelembagaan negara. Kokohnya gurita oligarki korupsi
sumberdaya alam inilah yang dalam lima tahun terkahir, menjadi faktor kekuatan utama
pendorong pergeseran bentuk korupsi, dari satu jenis korupsi bersifat institusional
(institusional corruption) menjadi korupsi yang lebih bersifat struktural (structural
corupption). Satu bentuk korupsi yang bersemayam dalam gugusan sistem dan relung-
relung struktural praktik kebijakan dan regulasi dari otoritas kekuasaan. Mencipta relasi
kuasa ekonomi-politik dominan yang timpang demi mempermulus pelipatgandaan
kekayaan pribadi, kelompok dan keluarga. Memproduksi dan pegang kendali ragam jenis
ijin dan konsesi sumberdaya alam yang berciri psudo legal dan legal non legitimed.
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Artinya, praktik korupsi sumberdaya alam sekarang bukan lagi bersumber dari masalah
kumuhnya sistem birokrasi, remang-remangnya ruang regulasi, atau praktik
penyalahgunaan kewenangan institusional negara semata, namun, lebih ruwet berurat
akar pada kompleksitas struktur ketimpangan relasi kuasa ekonomi-politik yang menjelma
gurita oligarki dan mafia sumberdaya alam. Inilah sebab, banyak lahir kebijakan dan
regulasi sumberdaya alam ‘titipan dan pesanan’. Secara historis, kekuatan gurita oligarki ini
bukanlah hal baru sama sekali dalam jagat politik nasional. Riwayat trajectory mereka
terbentang sejak rezim Orde Baru. Meski rezim Orde Baru runtuh, menurut R. Robison dan
Vedi R. Hadiz dalam, "Reorganizing Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age
of Market" (2004) warisan kuasa oligarki ekonomi dan politiknya pada dasarnya tidak ikut
tumbang. Oligarki yang dibesarkan oleh rezim Soeharto terus bertransformasi dengan
menyesuaikan konteks politik di Indonesia yang didorong oleh skema neoliberalisme,
seperti demokratisasi, desentralisasi, dan deregulasi yang berkelindan dengan agenda
politik negara.

Tonggak Penting Amputasi Gerakan Anti Korupsi (SDA)

Selepas 4 tahun Reformasi, KPK dilahirkan. Komisi ini didirikan berdasarkan
kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK berpedoman
kepada lima asas, yaitu: kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum,
dan proporsionalitas. Singkatnya, KPK mesti menunjukkan positioning lembaganya
berhadapan dengan warisan panjang sistem korup negara. Daftar panjang hasil dari Tim
Penindakan yang berorientasi pada “aspek jera” pada Koruptor dan Tim Pencegahan yang
berorientasi pada “perbaikan sistem” yang lebih transparan dan adil dapat dilacak dengan
mudah di laporan tahunan, website KPK dan ragam media nasional dan daerah. Sebagai
warisan terakhir dari agenda Reformasi KPK sejak berdirinya bukan semata lembaga anti
rasuah, namun, sebagai “sandaran moral”, kepercayaan dan “kewarasan” yang tersisa di
negeri ini. Bagaimana tidak, jika publik luas mudah menjumpai hampir semua instrumen
institusi pemerintah, dari tingkat desa hingga negara, dari partai politik,
Kementerian/Lembaga hingga tokoh agama terpapar rasuah. Berlaku korup, seolah hampir
alamiah, sebab banyak dilakukan secara berjamaah.

Hingga tahun 2019 saja, ada 27 Menteri dan Kepala Lembaga yang dijerat, dan 208 perkara
yang menjerat pejabat tinggi di instansi, yaitu setingkat Eselon |, Il dan Ill. Tercatat, Ketua
DPR-RI dan Ketua DPD aktif, dan sejumlah menteri aktif yang melakukan korupsi juga ikut
diproses. Pelaku pejabat publik terbanyak adalah para anggota DPR dan DPRD, yaitu dalam
255 perkara. Kemudian Kepala Daerah berjumlah 110 perkara. Mereka diproses dalam
kasus korupsi dan ada juga yang dijerat pencucian uang. Angka-angka diatas tentu bukan
sekedar hitungan numerik orang-orang yang pada akhirnya menjadi tersangka hingga dapat
disebut koruptor. Kasus-kasus tersebut tentu juga terkait ratusan proyek pemerintah dan
perizinan. Lebih dari 70 % Kepala Daerah, dalam Pilkada, didukung pendanaannya oleh
kooporasi (mayoritas berbasis sumberdaya alam), dengan kompensasi kemudahan ijin dan
konsesi. Inilah yang menjadi dasar mengapa banyak Kepala Daerah di jeruji KPK.


https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_(Indonesia)

Hasil Gerakan Nasional Penyelamatan Sumberdaya Alam (GNPSDA) KPK juga mempertegas
besarnya kerugian negara akibat korupsi justru di sektor utama sumber PDB nasional, yakni:
Kehutanan, Minerba, Perkebunan dan Pertambangan baik akibat korupsi perijinan, pajak
maupun non pajak?.

Jika dipadatkan, setidaknya ada lima ranah terobosan yang dicapai dalam perjalanan
GNOSDA-KPK sejak 2013-2018: (1) memberi bukti bahwa para penguasa (Eksekutif,
Legislatif dan Yudikatif) dan POLRI/TNI tidak kebal hukum. Daftar nama politisi dan kroninya
menjadi berita harian negeri ini sejak KPK berdiri. Hal yang sulit dilihat di era Orba dulu. (2)
“menganggu”, mengoreksi dan membenahi status quo, oligarki dan sistem birokrasi yang
korup (3) mendidik publik luas secara terus menerus tentang kebocoran dan kerugian
negara dengan beragam modusnya. (3) mengingatkan betapa kayanya bangsa ini, dan
mampu mencukupi seluruh rakyat negeri jika tidak dikorupsi,. (5) mendidik publik luas
berani jujur mengungkap ketidakadilan berbasis korupsi, sehingga menjadi muara lilin
kesadaran kolektif bangsa di tengah sistem politik serba “remang-remang” lahan subur
budaya korup®®.

Pengesahan Revisi UU KPK Undang-Undang nomor 30 tahun 2002, menjadi Undang-undang
(UU) Nomor 19 Tahun 2019 atau Undang-undang (UU) tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, yang ditolak dan dikritik hampir semua gerakan anti korupsi dan gerakan rakyat
secara nasional menjadi tonggak penting dalam perubahan gerakan anti korupsi di
Indonesia. Pengesahan revisi RUU KPK oleh DPR, dan “pembiaran” Presiden atau proses
kebijakan tersebut berimplikasi pada pengebirian bahkan pembunuhan otoritas dan
kewenangan yang dimiliki KPK. Mulai dari persoalan pembatasan dan ijin penyadapan,
pembentukan Dewan Pengawas, Surat Perintah Penghentian Penyeledikan (SP3),
Pembatasan Sumber Penyelidik dan Penyidik, pembatasan kewenangan pengambilan
perkara, dst. Padahal, jamak dipahami, melalui hal-hal itulah instrument utama
kecanggihan KPK bekerja. Maka, jika Negara dan para pejabatnya melakukan politik
pembiaran atas sistem Ekonomi Politik yang korup, bisa jadi itu adalah pantulan serpihan
wajah dari realitas keseluruhan politik negara yang cenderung koruptif.

Di sisi lain, merujuk evaluasi, lembaga Transparency International Indonesia (TII), Indonesia
Corruption Watch (ICW), serta Pusat Kajian Anti Korupsi UGM (PUKAT UGM), menyusun
kajian evaluasi dua tahun pasca Pengesahan Revisi UU KPK ditunjukkan bahwa sejak akhir
tahun 2019, Revisi UU KPK telah mengubah total wajah lembaga antikorupsi itu. Perlahan
namun pasti, dampak perubahan regulasi itu semakin menurunkan kinerja pemberantasan
korupsi yang dilakukan oleh KPK. Argumentasi ini setidaknya terkonfirmasi melalui Indeks
Persepsi Korupsi Indonesia pada tahun 2020. Transparency International menyebutkan,
baik poin maupun peringkat, Indonesia merosot tajam.

7 Ibid.

18 Lihat, Cahyono, Eko, KPK Dalam Kuasa Negara dan Oligarki Korupsi,
https://nasional.sindonews.com/berita/1443735/18/kpk-dalam-kuasa-negara-dan-oligarki-korupsi
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Setidaknya terdapat lima hal yang menjadi temuan utama laporan ini:
Pertama, ketidakjelasan arah politik hukum pemberantasan korupsi. Kedua, implikasi revisi
UU KPK. Dampak perubahan regulasi di KPK sudah dapat dirasakan setidaknya dalam dua
tahun terakhir ini. Substansi UU 19/2019 pada faktanya memang ditujukan untuk
mengendurkan tugas KPK dalam memberantas korupsi. Mulai dari merobohkan
independensi kelembagaan menjadi bagian dari rumpun eksekutif, menghentikan
penyidikan perkara korupsi BLBI dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp 4,58 triliun,
hingga mengubah status kepegawaian menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Ketiga, kinerja
sektor penindakan yang semakin mengkhawatirkan. Catatan ini setidaknya dapat dilihat
dari sejumlah hal, misalnya mandeknya supervisi terhadap perkara besar seperti kasus
korupsi pengurusan fatwa Mahkamah Agung yang melibatkan Djoko S Tjandra serta Jaksa
Pinangki S Malasari. Keempat, kinerja sektor pencegahan yang belum efektif; dan
Kelima, pengelolaan internal KPK yang buruk. Penerbitan Peraturan Komisi No. 7 Tahun
2020 (PerKom 7/2020) tentang Organisasi dan Tata Kerja dinilai tidak memiliki urgensi yang
signifikan. Perubahan struktur di tubuh KPK dalam PerKom 7/2020 dapat memperlambat
kinerja organ KPK dan berdampak pada jumlah anggaran yang harus dikeluarkan. Di saat
institusi lain berusaha merampingkan struktur organisasinya, KPK justru berjalan ke arah
sebaliknya. Selain itu PerKom 7/2020 bertentangan pula dengan substansi UU KPK. Selain
itu, keberadaan Dewan Pengawas KPK tidak berfungsi efektif untuk mengawasi serta
mengevaluasi kinerja pegawai maupun Komisioner KPK.

Selain kelima catatan di atas, yang menarik, hasil evaluasi 3 lembaga masyarakat sipil anti
korupsi ini menunjukkan penyusutan peran KPK dalam penanganan perkara di sektor
sumber daya alam. Sebab, kini lembaga KPK sangat jarang menindak korupsi yang
bernuansa sumber daya alam, padahal sektor SDA masuk dalam sektor strategis yang perlu
dibenahi oleh KPK, berdasarkan dokumen peta jalan KPK 2012-2023. Menurut laporan ini,
salah satu program penting KPK di sektor SDA yang mulai surut pelaksanaannya adalah,
Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam atau GNPSDA. Salah satu kerja penting
dalam pelaksanaan GNPSDA adalah perbaikan tata kelola sektor SDA, mulai dari perizinan
hingga dorongan untuk mempercepat pelaksanaan kebijakan satu peta. Seluruh usaha ini
pada akhirnya bertujuan untuk meminimalisasi peluang terjadinya korupsi di sektor SDA
dan menyelamatkan potensi kerugian keuangan dan perekonomian negara®’.

19 https://ti.or.id/peluncuran-hasil-pemantauan-dua-tahun-kinerja-kpk-dan-implikasinya-bagi-sektor-sumber-
daya-alam/
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C. Oligarki Korupsi Penyandera Negara

Penjelasan korupsi struktural dalam temuan evaluasi GNPSDA- KPK (2013-2018)
sebelumnya menjelaskan bahwa akar penyebabnya adalah state chapter corruption
(korupsi yang menyandera negara). Sipakah mereka, inilah yang disebut dengan oligarki
korupsi. Apa yang disebut Oligarki, menurut J.A.Winters dalam oligarki (2011)%°, penting
untuk menempatkannya dalam dua dimensi. Dimensi pertama, oligarki memiliki dasar
kekuasaan—kekayaan material—yang sangat susah untuk dipecah dan diseimbangkan.
Kedua, oligarki memiliki jangkauan kekuasaan yang luas dan sistemik, meskipun dirinya
berposisi minoritas dalam suatu komunitas. Dengan demikian, suatu kekuasaan yang
Oligarkis harus didasarkan pada bentuk kekuasaan yang susah dipecahkan dan
jangkauannya yang harus sistemik. Salahsatu konsep penting dalam Oligarki adalah
“pertahanan kekayaan”. Pertahanan kekayaan ini mencangkup dua komponen,
yaitu pertahanan harta dan pertahanan pendapatan. Winters memberikan definisi Oligarki
sebagai sebuah sistem yang merujuk pada “politik pertahanan kekayaan oleh pelaku yang
memiliki kekayaan material (Oligark)”. Maka, aspek penting dari Oligarki, yaitu kekayaan
menjadi sumber daya material bagi kekuasaan para Oligark dan dinamika politik
pertahanannya yang dikelola secara politis. Ada pertautan kuat antara demi kepentingan
pribadi dan golongan dengan strategi kendali atas politik kekuasaan.

Dengan pendasaran diatas Winters membuat empat tipe ideal dari Oligarki:
Pertama, Oligarki Panglima, yaitu Oligarki yang muncul dengan kekuasaan pemaksa
(kekerasan) dan bahkan dengan senjata secara langsung ada pada dirinya. Kedua adalah
Oligarki Penguasa Kolektif. Oligark jenis ini memiliki kekuasaan dan berkuasa secara kolektif
melalui lembaga yang memiliki norma atau aturan main. Ketiga, Oligarki Sultanistik. bentuk
Oligarki terjadi ketika monopoli sarana pemaksaannya terletak pada satu tangan Oligark.
Hubungan antara Oligark bersifat patron-klien terhadap Oligark yang berkuasa tersebut.
Keempat, Oligarki Sipil. Oligarki yang sepenuhnya tak bersenjata dan tidak berkuasa
langsung. Oligark menyerahkan kekuasaannya pada lembaga non-pribadi dan terlembaga
dimana hukum lebih kuat.

Realitas di Indonesia, ciri-ciri umumnya mengarah pada jenis oligarki Penguasa Kolektif.
Sebab ada relasi kuasa yang kuat antara kuasa negara (eksekutif), legislatif, yudikatif punya
korelasi kuat secara politik yang elitnya diisi oleh mayoritas politisi cum
penguasaha/pebisnis. Padahal, hekekatnya keduanya punya orientasi berbeda; antara
demi pengabdian kepada negara-rakyat dan semata demi pelipatan kapital ekonomi.
Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa dalam temuan Evaluasi KPK-GNPSDA (2013-
2018) menunjukkan bahwa praktik gurita oligarki korupsi sumberdaya alam di Indonesia
berakar pada masalah kait-kelindan praktik state-captured corruption dengan lemahnya
fungsi otoritas kelembagaan negara. Kesimpulannya, kuatnya oligarki korupsi itu
menggeser bentuk korupsi di sektor sumberdaya alam, dari bentuk korupsi bersifat
institusional (institusional corruption) menjadi korupsi bersifat struktural (structural
corupption).

20 Winters, J.A, Oligarki, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011.
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Merujuk penelusuran Tempo dan Auriga Nusantara mendapati hampir separuh, atau
sekitar 262 dari 575 anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2019-2024 berlatar
belakang pengusaha dan menyebar di semua fraksi.?! Mereka tercatat memiliki saham,
menjabat komisaris, hingga menduduki kursi direksi di lebih dari seribu perusahaan. Bisnis
mereka mencakup sektor penyiaran, perdagangan umum, hingga industri ekstraktif?2. Hal
inilah yang akan menajdikan konflik kepentingan akan pekat terjadi. Mayoritas para
pengusaha terkaya di Indonesia, tidak pernah luput dari bisnis berbasis sumberdaya alam,
terutama indstri pertambangan, perkebunan (terutama sawit) dan kehutanan. Di sisi lain,
lebih 70 % Kepala Daerah dalam arena Pilkada didukung oleh koorporasi berbasis SDA.
Dengan kompesasi kemudahan ijin dan konsesi kooporasinya dalam beragam sektor.
Akibatnya, ratusan Kepala Daerah berikut kroninya masuk penjara KPK (KPK, 2017). Artinya,
melalui “ijon politik” semacam inilah praktik oligarki koruptor sumberdaya alam bekerja
untuk menyandera negara.

Hal tersebut selaras dengan temuan dua hasil penelitian tentang budaya politik uang dalam
Pemilihan Umum dan budaya klientelisme akut dalam praktik demokrasi banal di Indonesia.
Yaitu, Pertama, Demokrasi for Sale karya Aspinall dan Barenschot (2019)® yang
menunjukkan bahwa di setiap tingkatan, institusi-institusi formal dibayang-bayangi oleh
dunia gelap koneksi personal dan pertukaran klientelistik. Strategi patronase mendominasi
sebagai strategi pemenangan dalam praktik politik Indonesia; Kedua, buku Kuasa Uang:
Politik Uang Dalam Pemilu Pasca Orde Baru karya Burhanuddin Muhtadi (2021)%*. Hasil riset
dalam buku ini menunjukkan bahwa gurita politik uang dan praktik jual beli suara dalam
pemilu yang makin lumrah dan terus terjadi.

Praktik kotor transaksional yang menukarkan semua harapan perbaikan dengan beberapa
lembaran uang di dalam sebuah amplop. Politik di Indonesia sama seperti udara, sangat
bisa dirasakan tapi sangat sulit untuk dibuktikan. Meskipun dari sejumlah negara di Asia
Tenggara, Indonesia masih cukup vulgar untuk mengakui adanya politik uang. Salah satu
penyebab tingginya cost politik di Indonesia adalah adanya praktek jual beli suara
atau money politics, terdapat beberapa faktor yang menjelaskan fenomena money
politics seperti sistem pemilu, makelar politik, dan pragmatisme pemilih. Watak patronase,
klientilisme dan politik uang masih menjadi “lingkaran setan” yang terus berulang dan
berkelanjutan mencipta praktik banalitas politik demokrasi dan korupsi Indonesia
kontemporer. Hal inilah yang (masih) menjadi lahan subur dari makin menguat dan
tumbung-kembangnya gurita oligarki berjenis Penguasa Kolektif atas praktik korupsi,
termasuk di dalamnya korupsi sumberdaya alam di Indonesia.
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Gramedia (KPG), Jakarta, 2021.
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D.

Refleksi Untuk Aksi Bersama

a.

De-Naturalisasi Kejahatan Korupsi SDA dan Ancaman Otoriterianisme Populis

Penjelasan dan uraian tentang korupsi terutama korupsi sumberdaya alam yang kini
seolah (di) wajar (kan) karena dilakukan secara kolektif dan oleh banyak pihak
menunjukkan bagaimana banalitas kejahatan atas nama korupsi terjadi. Istilah
‘banalitas’ dalam Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil (Arent, 1963),
awalnya digunakan untuk menyebut kejahatan yang telah kehilangan ciri
kejahatannya, dirasakan wajar atau biasa saja. Banalitas kejahatan terjadi karena
dangkalnya refleksi manusia terhadap situasi kejahatan yang terjadi. Pemikiran kritis
menjadi lenyap. Subyek pelaku kejahatan tidak bisa mengimajinasikan jika berada
dalam posisi korban. Sebab, semua orang disekitarnya sudah banyak yang melakukan
tanpa sangsi tegas yang mengancam, sebaliknya, sering dengan mudah luput dan
berkelit dari jeratan hukum negara. Hal ini terjadi akibat dibungkamnya suara-suara
kritis, pengingkaran dasar mandat konstitusional, budaya klientilisme, nepotisme,
monopoli dan kuatnya oligarki yang menyandera negara. Mandat substantif demokrasi
kerakyatan dalam UUD 1945 yang menegaskan bahwa sumber-sumber vital kekayaan
nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” dijalankan semata memenuhi
syarat “prosedural” tanpa ruh substansi demokrasi. Sedangkan subjek/aktor pelaku
dan elit politik demokrasi-nya, tak bisa lagi mengimajinasikan, bahkan tak sadar
sebagai perusak nilai dan prinsip demokrasi. Sebab, sebagian dari mereka adalah
pelaku korupsi. Akibatnya, semua praktik buruk korupsi itu dianggap wajar dan
lumrah, lantaran dilakukan oleh banyak orang secara berjamaah. Tepat dititik inilah
penting melakukan gerakan bersama de-naturalisasi kejahatan korupsi. Dengan
menegaskan makna korupsi, sebagaimana diungkap diawal tulisan, bahwa korupsi
adalah cara akumalasi primitif segelintir kaum kapitalis yang rakus dan brutal atas hak
rakyat, sekaligus sebagai wabah penyakit etik-moral yang terus merusakkan dan
membusukkan tatanan ideal suatu peradaban manusia dari masa-ke masa.

Yang menarik, kecenderungan banalitas demokrasi itu terjadi seiring dengan lahirnya
era baru pemimpin negara berwatak otoritarianisme populis. Laporan The
Economist pada 2016 lalu, misalnya, menyebut di berbagai belahan dunia - dari Rusia
hingga Tiongkok, India hingga Mesir - telah lahir trend kepimimpinan “macho” yang
identik dengan sosok strongman. Angin perubahan ini didorong oleh menguatnya
populisme, seiring ketidakpercayaan publik atas sistem demokrasi. Kepemimpinan
populisme otoriter seringkali berbasis kharisma sang tokoh, berlangsung dalam proses
demokratis dan mampu melampaui politisi medioker. Terpilihnya Jair Bolsonaro
sebagai Presiden di Brazil tahun 2018 lalu, dapat menjadi pelajaran penting. Meski
seolah terpilih secara demokratik, namun, kemenangannya bukan melalui proses
rasionalitas politik. Melainkan lebih atas dasar ikatan irasionalitas Bolsonarian
(sebutan untuk relawan royal dan pendukung fanatiknya). Lalu, ia ‘dikultus’kan, meski
kebijakannya kerap menggunakan instrumen kekerasan. Hal sama dilakukan oleh
Duterte di Filipina, Putin di Rusia, dst.

Kesimpulannya, pemimpin yang lahir dari jenis ini dapat mengarah pada

otoritarianisme dan totaliter jika terlalu lama berkuasa. Secara teoritik, terdapat
empat indikator negara disebut otoriter, yaitu pertama, penolakan dan komitmen
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lemah terhadap aturan main demokratis; Kedua, pemberangusan kelompok oposisi
dan kritis; Ketiga, memberi toleransi atau bahkan menganjurkan kekerasan aparat
kepada rakyat; Keempat, pembatasan kebebasan sipil, termasuk media (Levitsky dan
Ziblatt, 2018)%. Selaras dengan hal itu, hasil riset berjudul "Revisiting the Rise of
Jokowi: The Triumph of Reformasi or An Oligarchic Adaptation of Postclientelist
Initiatives?’” (Fukuoka dan Djani, 2016%), seolah semakin membenarkan kekuatiran
publik tentang potensi lahirnya kepemimpinan otoriter-populis di Indonesia.

Maka, semakin penting memastikan dan menjaga iklim kewarasan publik. Kebebasan
berpendapat, berekspresi, kesetaraan, pelakuan yang sama/adil di mata hukum tanpa
memandang asal usul, serta pilar-pilar substansi demokrasi dan tatanan ideal lain
tanpa korupsi tetap tegak berdiri. Sebab, pada hakikatnya, pemimpin otoritarian
populis tidak akan pernah bisa lahir dalam rahim sistem demokratis-kritis. Jika praktik
korupsi (SDA) dilakukan di dua situasi yakni: (1) "remang-remang” dan (2) “diam-diam”
atau tersembunyi maka tugas gerakan rakyat dan publik luas adalah “menerangi” dan
“meramaikan” nya. Baik melalui riset dan kajian untuk membongkar praktik korupsi
para elit politik dan kelompok oligarki nasional secara lebih luas, kampanye di media
massa/media sosial dengan cara naming and shaming (sebut namanya dan
permalukan) para koruptornya, membuat audio visual dan produksi film tentang
beragam modus-modus korupsi (Film Sexy Killer produksi Watchdoc Documentary
menjadi teladannya), pelibatan kelompok milenial dalam gerakan anti korupsi, dan
endidikan publik tentang praktik dan modus korupsi secara lebih massif dan sistematik
hingga ke sekolah-sekolah dasar.

Dengan demikian, memastikan masyakarakat dan publik luas dipastikan mendapat hak
keadilan dan simetri informasi (people well informed) dengan beragam skema dan cara
adalah syarat wajib dan mendasar untuk terus dilakukan. Sebab peningkatan
transparansi dan partisipasi publik yang penuh dalam setiap kebijakan inilah sebagai
prasyarat utama pengelolaan SDA yang adil. Di tengah era disruptif dan jumawanya
kelompok BuzzerRP memastikan “people well informed” adalah perjuangan (sangat)
penting. la sinergis dengan upaya terus-menerus menjaga ruang publik yang waras dan
menghargai akal sehat sebagai bagian dari pendidikan kritis rakyat. la mesti diperluas
hingga ke basis rakyat.

Levitsky dan Ziblatt, How Democracies Dies, Random House Publishing Group, 2018.

Fukuoka, Yuki and Djani, Lucky Revisiting the rise of Jokowi: The triumph of reformasi or an oligarchic
adaptation of post-clientelist initiatives? https://doi.org/10.1177/0967828X16649044, dalam
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0967828X16649044.
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b. Sembilan Tawaran Gerakan Bersama Anti Korupsi SDA

Dalam konteks pencegahan dan pemberantasan korupsi struktural SDA, beberapa hal
yang dapat menjadi dasar bagi perbaikan bagi agenda KPK GNP-SDA (jika hendak
dilanjutkan) dan gerakan anti korupsi ke depan, pening mempertimbangkan 9
(Sembilan) tawaran berikut:

1) Memperkuat otoritas kelembagaan negara untuk mengatasi benturan
kepentingan dan penyanderaan atas nama negara (state-capture corruption)
dalam urusan SDA;

2) Perombakan struktural sistem pengelolaan sumber daya alam yang tidak adil agar
mampu mengatasi ketimpangan untuk keberlangsung antar generasi;

(3) Penegakan hukum yang memberikan efek jera dan berdampak terhadap
pemulihan dan perlindungan lingkungan hidup?’. Selain itu, korupsi struktural dan
oligarki SDA mampu eksis bertumbuh-berkembang akibat dari budaya dan sistem
politik biaya tinggi (high cost) yang disebabkan pelaksanaan pemilu yang mahal.
Sehingga menjadi agenda penting:

(4) Gerakan perombakan, koreksi dan pembenahan institusi-institusi politik dan
sistem pemilu. Selain ongkos politik yang lebih murah juga memastikan nilai-nilai
dan susbtansi demokrasi dapat dijalankan.

(5) Penting menuntut “tanggung jawab” pemangku otoritas kebijakan, kaum
intelektual, akademisi memutus dan koreksi mendasar atas paradigma kebijakan
pembangunan yang masih melayani elite korporasi-oligarki. Juga mengkhianati
konstitusi demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan membuka front di
banyak tempat, termasuk kampus-kampus.

(6) (Terus) Memaksa Negara mematuhi mandat Konstituionalnya dengan
menawarkan ‘ukuran atau alat uji' publik terhadap praktik kebijakan negara,
khususnya terkait dengan cita-cita mewujudkan keadilan sumberdaya alam,
agraria dan kesejahteraan rakyat. Kapan disebut berpihak atau berpaling dari
tujuan keadilan dan kemakmuran rakyat sebagai mandat konstitusionalnya,
khususnya spirit mandat pasal 33 UUD 1945.

27 Nota Sistensis, Evaluasi GNPSDA - KPK (2019). Lihat:
https://auriga.or.id/cms/uploads/pdf/related/2/8/9_nota_sintesis_evaluasi_gnpsda_kpk_2018_final_en.pdf.
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Bahwa objek-objek vital negara tidak boleh diserahkan kepada swasta dan asing.
Namun dikelola oleh negara (dengan cara demokrasi kerakyatan) untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat?®. Sehingga penting mempertegas dan
mengembalikan paradigma ekonomi politik yang bersemangatkan Pancasila yang
berbentuk ekonomi-sosial lestari. Ini merupakan suatu konsep ekonomi politik
yang menghadirkan perdamaian, rasa aman, jauh dari kekerasan, dan inklusif
dalam kemajemukan warganya tanpa pandang bulu (Wahono, 2020)%. Hal ini
sesuai dengan cita-cita demokrasi ekonomi Bung Hatta dan bapak pendiri negara
lainnya yang bertujuan untuk kedaulatan rakyat.

(7) Gerakan koreksi atas ukuran-ukuran capaian dari tujuan pembangunan yang
diklaim untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Produk Domestik Bruto
(PDB) -yang selama ini dijadikan indikator dan tolak ukur sahih kemajuan
ekonomi suatu negara dianggap telah terbukti salah dan melenceng memberi
gambaran tentang kondisi masyarakat, dan karenanya melanggengkan status quo
kebijakan pembangunan pertumbuhan, memberi masukan yang melenceng pula
dalam mengambil kebijakan sosial-ekonomi suatu negara dan bahkan menjadi
peluang praktik-praktik korupsi struktural dan bersemayamnya kelompok oligarki
(SDA). Maka mesti dimasukkan ukuran kualitas hidup melampaui konsep produksi
ekonomi dan standar hidup di PDB. Konsep ini meliputi semua faktor yang
memengaruhi apa yang kita hargai dalam hidup ini, melampaui sisi materialnya.
Dengan kata lain, ia mencakup semua faktor, termasuk yang tidak
diperdagangkan di pasar dan tidak dihitung dalam statistik moneter, yang
membuat hidup kita berharga (Stiglitz, Sen, Fitoussi, 2011)%°, termasuk di
dalamnya dimensi kebahagiaan (happiness) lahir-batin.

(8) Orkestrasi ulang gerakan rakyat (baru?) yang lebih sistematis dan kuat sebagai
kekuatan penyeimbang kuasa negara dan oligarki korupsi SDA. Ketiadaan
kekuatan penyeimbang yang kuat jadikan negara makin dominan dan sewenang-
wenang. Untuk itu, perlu orkestrasi gerakan rakyat yang mampu menghadang dan
koreksi kebijakan nasional tak pro rakyat baik ‘hulu, tengah dan hilir.” Strategi
advokasi atau pengorganisasian simpul-simpul “massa kritis” di hulu, misal,
advokasi tata ruang, merumuskan konsep tading dan membuka alternatif
kekuatan blok politik (baru) makin relevan dan penting. Juga, koalisi gerakan baru
antara rakyat, buruh, akademisi-intelektual, budayawan, gerakan masyarakat
sipil, media, agamawan dan basis-basis gerakan rakyat lain layak dilakukan.

Hatta, Muhammad dan Trimurti, S.K, Penjabaran Pasar 33, UUD 1945, Penerbit: Mutiara,Jakarta, Edisi /Cetakan:
1977 dan 1978.

Wahono, Francis, Ekonomi Politik Daulat Rakyat Indonesia, Pancasila sebagai Acuan Paradigma, Penerbit
Kompas, Jakarta, 2020.

E. Stiglitz, Joseph, Sen, Amartya, Fittousi, Jean-Paul, Mengukur Kesejahteraan: Mengapa Produk Domestik Bruto
(PDB) bukan Tolak Ukur yang Tepat untuk Menilai Kemajuan? Penerjemah : Mutiara Arumsari, Fitri Bintang
Timur, Penerbit : Marjin Kiri, Tahun: 2011, Cetakan |



(9) Mengeraskan bunyi ‘loceng tanda bahaya’ terkait pembajakan agenda-agenda
kerakyatan dan pengkhianatan konstitusional, terbukti dengan masih
mempertahankan UU Cipta Kerja yang berwatak kapitalis-neoliberal dan menjadi
karpet merah oligarki sumberdaya alam nasional. Dalam gerakan ini kaum
Millenial dan Gen Z, penting menjadi ujung tombaknya.

Penutup

Sebagai refleksi penutup, patut diajukan pertanyaan dasar ini: “Mengapa bangsa Indonesia
yang melimpah kekayaan alamnya, tak mampu sejahtera dan berdaulat sejak awal
kemerdekaannya (77 tahun)? Siapa sebenarnya yang selama ini menikmati gelimang
kekayaan alam bangsa ini?". Jika "power tends to corrupt, and absolute power corrupts
absolutely", maka, pemerintah, wakil rakyat, para elite politik (harusnya) tidak boleh
membiarkan sistem ekonomi-politik disandera para mafia dan bandit korupsi. Sebab,
pembiaran itu, bisa berarti percik di muka sendiri. Mungkin, sudah saatnya, negeri tropis
kaya gemabh ripah loh jinawi bangun dari lelap tidur dan bangkit dari mimpi. Jangan sampai
negeri ini berubah jadi gemah ripah oligarki. Merdeka!







BAGIAN 4

TIPOLOGI KORUPSI SUMBER DAYA ALAM

Wahyu A. Perdana
Campaigner Pantau Gambut

A. Latar Belakang

1.

Mengapa korupsi erat dengan sektor Sumber Daya Alam?
Korupsi pada sektor sumber daya alam erat sekali dengan kepentingan ekonomi-

politik, meskipun terjadi pergeseran trend, sulit dipungkiri kerapkali terindikasi kuat
pembiayaan politik berasal dari sektor sumber daya alam.

Oknum Industri Pulp

Oknum Dinas Kehutanan Kabupaten

201

Jaringan Kepercayaan Bupati
Simpul Jaringan
Korupsi Kehutanan
Bupati Pelalawan,
Provinsi Riau

Swasta Non Pulp
Oknum Dinas Kehutanan Propinsi

Oknum Pemerintah

00080006

Sebagai gambaran bagaimana kasus korupsi di sektor SDA selalu melibatkan “nama
besar” dan didukung jaringan politik dan birokrasi yang massif, hasil kajian Jacqui Baker
(2020) yang bertajuk “Jaringan Korupsi di Sektor Kehutanan Indonesia: Politik dan Pulp
di Pelalawan, Riau”, menyebut bahwa seorang bupati yang telah dibuktikan
melakukan korupsi kehutanan, ternyata diwadahi oleh 201 simpul jaringan.
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Simpul itu dikuasai oleh oknum-oknum industri pulp (82), Dinas Kehutanan Kabupaten
(47), jaringan kepercayaan bupati (17), swasta non pulp (14), Dinas Kehutanan Propinsi
(9) maupun Pemerintah (8). Disini perlu diketahui pula bahwa meskipun jumlah simpul
pemerintah paling kecil, tetapi mempunyai peran paling besar dalam menggerakkan
jaringan, karena memegang kendali monopoli atas sumberdaya utama.

Besarnya kepentingan industri ekstraktif bisa dilihat dari jumlah tersangka dalam kasus
korupsi, dalam publikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), korupsi periode 2004-
2020 berjumlah 1.262. Dari jumlah itu yang terbanyak dilakukan oleh oknum-oknum
swasta berjumlah 308 atau 24%, kemudian oleh DPR/DPRD berjumlah 274 atau 22%,

Gubernur /Bupati /Walikota berjumlah 265 atau 21 % dan pegawai pemerintah eselon
[, I dan lll berjumlah 230 orang atau 18%, serta pelaku lainnya 185 atau 15%.

24% Oknum Swasta

22% DPR/DPRD

21 °/o Gubernur / Bupati / Walikota

1 8% Pegawai Pemerintah Eselon I, Il & IlI

1 5% Pelaku Lainnya

dari
1 26 2 Tersangka
Kasus Korupsi

Publikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2004-2020



2. Lingkaran Setan Korupsi SDA

Secara umum korupsi pada sektor SDA pada akhirnya mengakibatkan lingkaran setan
Korupsi & kemiskinan struktural, tetapi juga hilangnya hak asasi manusia, baik
terhadap hak-hak ekosob (hak hidup sehat, lingkungan yang baik, akses pendidikan,
dll), hak sipil politik (partisipasi politik, kebebasan berpendapat, bebas dari ancaman
kriminalisasi, dll).

Gambar 1.
Lingkaran Setan Korupsi dan Kemiskinan
(Perdana, Wahyu, 2022)

Oligarki
Ekonomi-Politik
- Penguasaan
Jabatan
. Publik
Kemiskinan Struktural - Col (Conflict
- Kelemahan terhadap of Interest)
Akses Hak SDA Penguasa-
- Lemah dalam Pengusaha
Partisipasi Politik
Kerusakan Lingkungan Korupsi SDA
& Konflik - Perizinan
- Pencemaran - Suap Perubahan RTRW
Lingkungan - Gratifikasi
- Konflik - Kerugian Keuangan Negara
- Kriminalisasi - "ljon Politik"

State Capture Corruption
- "“Fabrikasi" Regulasi

- "Pemutihan” Kejahatan
Korporasi

- Privilige bagi Kelompok
Tertentu

Kondisi diatas pada akhirnya menimbulkan ketimpangan yang sangat mudah dilihat
pada data ketimpangan di sektor-sektor SDA. Pada sektor kehutanan penguasaan HPH
mencapai lebih dari 40 Juta Ha, dibandingkan penguasaan masyarakat yang hanya
mencapai 1,7 Juta ha, hal tidak jauh berbeda juga pada sektor pertambangan dan
perkebunan.3!

31 paparan KPK, PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI, 20 sept 2021
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Gambar 2.
Ketimpangan Penguasaan Lahan

Pengusaaan Lahan Hutan
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m |UP
W Kontrak Karya 3,2
PKP2B 28.575 3.245

Penguasaan Lahan Perebunan Sawit

4.756.272 2.535.495

B 10 Perusahaan M 2,1 Juta pekebun



Melihat bagaimana kepentingan politik dalam korupsi SDA bisa dilihat dari 270 wilayah
yang menggelar pilkada serentak pada 2020, terdapat 5.599 izin usaha pertambangan (IUP)
yang, tentu saja rentan dengan transaksi ijon politik, menggadaikan kekayaan alam untuk
menanggulangi pembiayaan politik pilkada. Di sembilan provinsi yang menggelar pemilihan
gubernur dan wakil gubernur, misalnya, terdapat 1.359 IUP/IUPK, dengan luas konsesi
mencapai 4,6 juta hektar atau hampir setara dengan luas Jawa Timur, yakni 4,7 juta hektar.
Selain komoditi tambang mineral dan batubara, di sembilan provinsi yang menggelar
pilkada itu, terdapat 11 Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP / Geothermal) dari 64 WKP yang
tersebar di seluruh Indonesia. Total luas WKP di sembilan provinsi tersebut mencapai 1,1
juta hektar, atau melampaui luas provinsi Banten, yakni 966 ribu hektar. Sementara itu, di
sembilan provinsi tersebut, juga terdapat 46 blok migas dari 245 blok di Indonesia. Luasan
46 blok migas tersebut mencapai 10,2 juta hektar, dari 57 juta hektar luas keseluruhan blok
Migas di Indonesia.®?

B. Tipologi Kasus Korupsi

Tipologi kasus korupsi SDA, secara umum kerapkali berkaitan dengan sektor
pertambangan, perkebunan, dan kehutanan. Pada beberapa tahun terakhir, pola yang
relative baru adalah pada sektor infrastruktur.

1. Potensi Korupsi di Pertambangan

KPK juga mencatat ada sekitar Rp 28,5 triliun potensi penerimaan yang hilang akibat
persoalan administratif dan buruknya sistem perizinan serta lemahnya sistem kontrol
penerimaan negara. Hingga tahun 2017, Kordinasi dan supervisi (Korsup) KPK
mencatat jumlah tunggakan PNBP mencapai Rp 25,5 triliun. IUP yang tercatatat di
Dirjen Pajak adalah 7.519, namun hanya 84% diantaranya yang memiliki NPWP-sisanya
tidak teridentifikasi. Dari perusahaan yang memiliki NPWP tersebut, hanya 88%
diantaranya yang melaporkan SPT tahunannya;

Secara umum potensi kerugian di sektor pertambangan mineral dan batubara, dari
perhitungan kekurangan bayar pajak mencapai 15,9 triliun.®

32 )ATAM, 2020
33 Paparan KPK, PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI, 20 sept 2021
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Gambar 3.
Potensi Kerugian Negara Sektor Minerba

Potensi Kerugian Negara di Sektor Minerba
(dalam Trilyun Rupiah)
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Sengkarut sektor pertambangan, bisa dilihat pada perbedaan data BPS dan ESDM,
Selama tahun 2006-2016, data ekspor batubara yang dicatat kementerian
perdagangan adalah 3.421,6 juta ton. Sementara menurut catatan kementerian ESDM
volume ekspor batubara indonesia periode yang sama sebesar 2.902,1 juta ton.
Terdapat perbedaan data ekspor sebanyak 519,6 juta ton.>*

Gambar 4.
Volume Ekspor Batubara BPS vs ESDM

Volume Ekspor BatubaraIndonesia 2006-2016
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2. PotensiKorupsi di Perkebunan

Di sektor perkebunan (sawit), tingkat kepatuhan WP Orang Pribadi hanya 6,3% dan WP
Badan sebesar 46,3% secara umum potensi pajak sawit mencapai kurang lebih 40
triliun, namun factual pajak terpungut hanya mencapai 21,87 triliun.%

Gambar 5.
Potensi Kerugian Negara dari Pajak Sawit

Potensi Kerugian Pajak
di Sektor perkebunan Sawit
(dalam Trilyun Rupiah)
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Pada sisi lain kebijakan subsidi biodiesel yang berasal dari pungutan eksport juga
rentan dikorupsi, pada Analisa KPK ditemukan kerentanan korupsi yang berpotensi
menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp4,2 triliun. Diperlukan perbaikan
dalam pelaksanaan kebijakan subsidi biodiesel, seperti reformulasi Harga Indeks Pasar
(HIP) biodiesel, menyusun standar harga dan tata laksana kebijakan subsidi yang
transparan sekaligus efisien. Padahal nilai subsidi mengalami kenaikan drastis.*

Gambar 6.
Nilai Subsidi dan Volume Penyaluran Biodiesel, 2016-2020

Nilai Subsidi & Volume Penyaluran Biodiesel 2016-2020
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Fakta mengejutkan lainnya, Dalam kajian yang dilakukan SPKS, terdapat 10 terbesar
grup perusahaan sawit yang menjalankan usaha bahan bakar nabati (BU BBN) jenis
biodiesel yang menerima subsidi dari dana sawit selama periode 2019-2021. Di
antaranya Wilmar Rp22,56 triliun, Musim Mas Rp11,34 triliun, Royal Golden Eagle
Rp6,41 triliun, Sinar Mas Rp5,53 triliun, Permata Hijau Rp5,52 triliun, Darmex Agro
Rp5,4 triliun, Louis Dreyfus Rp2,9 triliun, Sungai Budi Rp2,56 triliun, Best Industry Rp2
triliun, dan First Resources Rp1,9 triliun.¥’

3. Potensi Korupsi di Kehutanan

Dalam sektor kehutanan, potensi kerugian keuangan negara dari praktik korupsi
sangat terlihat jelas, pada konteks perizinan, suap-menyuap, pemerasan: Di sektor
kehutanan suapper izin per tahun mencapai 688 juta-22 milyar per tahun. Kondisi yang
tidak jauh berbeda juga terlihat pada BUMN di sektor kehutanan, Perhutani
diperkirakan kehilangan asset tegakkan hutannya Rp 998 milyar/tahun.®

Kondisi tersebut bergantung pada fase perusahaan apakah sedang mengurus
perpanjangan izin atau tidak (KPK, 2013). Disamping itu kerugian negara akibat
pembalakan liar mencapai Rp 35 triliun per tahun (KPK, 2015). Dalam pengelolaan
hutan alam produksi, selama periode 2003—2014, terdapat potensi 77% hingga 81%
produksi kayu bulat tidak tercatat, sehingga negara dirugikan antara Rp 5,24 triliun
hingga Rp 7,24 triliun per tahun (KPK, 2015). Dalam pelaksanaan konversi hutan untuk
peruntukan sektor lain melalui izin pemanfaatan kayu (IPK), juga terdapat potensi
kerugian negara antara Rp 49,8 trilyun hingga Rp 66,6 triliun per tahun selama periode
yang sama (KPK, 2015).

Gambar 7.
Potensi Kerugian Kehutanan®

Rata-Rata Potensi Kerugian kehutanan 2003-2014
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4. Potensi Korupsi pada Proyek Infrastruktur

Potensi korupsidan ijon politik pada Pilkada 2020 bisa dilihat pada sebaran proyek dan
program strategis nasional. Dalam skala provinsi, di 32 provinsi dimana 270 pilkada
serentak dalam berbagai level dilakukan, terdapat 196 proyek yang masuk dalam
daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Jumlah itu merepresentasikan 98 persen dari
total 201 daftar proyek terbaru dari PSN yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden
Republik Indonesia No. 109 Tahun 2020. Jumlah ini belum termasuk proyek-proyek
yang potensial menjadi bagian dari daftar 10 program strategis nasional (program) dari

PSN.*°
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Gambar 8 8. sebaran PSN pada wilayah Pilkada 2020
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Gambaran problem potensi korupsi dan kerugian keuangan negara bisa dilihat pada
proyek terbaru seperti food estate yang sedang berjalan, hasil pemeriksaan BPK pada
PSN food estate di Sumut , Kalteng, dan NTT:*

e Kesalahan Perhitungan Volume dan Progress Pekerjaan serta Ketidaksesuaian
Spesifikasi dan Perhitungan AHSP pada 6 (enam) Paket Pekerjaan Fisik dalam
Program Food Estate pada Ditjen SDA Sebesar Rp27.974.804.473

e  Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi dalam Program Food Estate pada Ditjen SDA
Sebesar Rp781.542.220,00 Tidak Sesuai Ketentuan Kontrak

e Kekurangan Volume dan Ketidaksesuaian Spesifikasi Minimum serta
Ketidaksesuaian Perhitungan AHSP dengan Kondisi Sesungguhnya pada 9
Paket Pekerjaan Fisik dalam Program Food Estate pada Ditjen Bina Marga
Sebesar Rp4.512.505.672,20

Proyek food estate diatas padahal sedang dalam tahap proses pengerjaan, namun
telah memiliki potensi kerugian negara miliaran rupiah. Pada proyek sejenis cetak
sawah pada periode pertama presiden Jokowi, melalui Nota Kesepahaman antara
Menteri Pertanian dengan Kepala Staf TNI AD (2015) dan Panglima TNI (2016-2017)
mengenai Perluasan Lahan melalui Swakelola Instansi Pemerintah Lainnya tahun 2015-
2017. BPK menemukan permasalah dengan nilai lebih dari 4 triliun. Beberapa catatan
tersebut:*?

e Secara keseluruhan hasil pemeriksaan kegiatan perluasan sawah
mengungkapkan 17 temuan yang memuat 21 permasalahan. Permasalahan
tersebut terdiri dari 9 permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern 6
permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan sebesar
Rp935,61 juta, dan 6 permasalahan 3E sebesar Rp403,42 miliar.

e Hasil pemeriksaan atas 71 objek pemeriksaan pada K/L mengungkapkan 762
temuan yang memuat 1.113 permasalahan sebesar Rp4,89 triliun. Permasalahan
tersebut meliputi 304 kelemahan SPI, 490 permasalahan ketidakpatuhan
terhadap ketentuan peraturan perundang-undanan, dan 319 permasalahan 3E.
Selama proses pemeriksaan entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti
ketidakpatuhan tersebut dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara
sebesar Rp377,42 miliar.

41 BPK 2020
42 BPK, 2019
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C. Catatan Kritis; Apa yang Harus Diwaspadai

1. Babak Baru Koruptor; State capture Corruption

Problem korupsi pada sektor SDA saat ini berkembang pada “legalisasi” kejahatan
lingkungan. Korupsi pada masa ini hadir dalam wajah baru, tidak lagi konvensional.
Joell Hellman dan Daniel Kaufmann (2001) menyebutkan dalam “transisi ekonomi”,
mendefinisikan state capture membuat Korupsi hadir dalam wajah baru dimana
sekelompok oligarki memanipulasi regulasi untuk kepentingan mereka. Vesna Pesic
(2007) juga mendefinisikan state capture sebagai pengaruh sekelompok orang yang
menjadi penentu kebijakan, serta membuatnya untuk kepentingan sekelompok orang

yang melawan kepentingan publik.*®

Gambar 9.

Kartodihardjo 2019. State Capture sebagai Akar Masalah
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4 STATE CAPTURE: IS IT A CRIME? HOW THE WORLD PERCEIVED IT, Lily Evelina Sitorus, Agustus 2011, Indonesia
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Fakta menariknya paska disahkannya Omnibus Law (UU Cipta Kerja) pada 2020,
diselipkannya pasal 100a & 110b yang “memutihkan” kejahatan korporasi-korporasi
yang beroperasi secara tidak sah di dalam Kawasan hutan. Hingga saat ini setidaknya
ada lebih dari 1000 perusahaan yang mengalih fungsikan hutan secara besar-besaran
dan merusak ekosistem hutan. Tercatat ada 857 perusahaan perkebunan sawit, 130
perusahaan pertambangan, dan 205 penggunaan lainnya. Alih-alih dilakukan
penegakan hukum, melalui UU-CK korporasi tersebut diberi waktu melengkapi
administrasinya hingga 3 tahun sejak Omnibus Law (UU-CK) berlaku, pun melewati
batas waktu 3 tahun, ancaman terhadap perusahaan-perusahaan yang berada dalam
kawasan hutan hanyalah sanksi administratif. Padahal tanpa perizinan yang sah dalam
bidang kehutanan, operasi korporasi dalam Kawasan hutan disamping menimbulkan
kerusakan lingkungan, juga menyebabkan kerugian negara, termasuk tidak
teridentifikasinya pajak.
Gambar 10.
Pasal 110 A Omnibus Law (UUCK)

Pasal 110A

(1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha yang
telah terbangun dan memiliki Perizinan Berusaha di
dalam kawasan hutan sebelum berlakunya Undang-
Undang ini yang belum memenuhi persyaratan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang kehutanan, wajib menyelesaikan persyaratan
paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini
berlaku.

(2) Jika setelah lewat 3 (tiga) tahun sejak berlakunya
Undang-Undang ini tidak menyelesaikan persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku dikenai
sanksi administratif, berupa:

a. pembayaran denda administratif; dan/atau

b. pencabutan Perizinan Berusaha.

Sulit menghindari indikasi kuat bahwa regulasi ini dibuat hanya demi kepentingan
kelompok tertentu, jauh sebelum omnibus law (UUCK) dibuat, BPK pada 2019 telah
menerbitkan laporan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yang memberikan catatan
setidaknya 2,7 juta Ha perkebunan sawit berada dalam Kawasan hutan secara tidak
sah, itu pun hanya uji petik dari 6 provinsi.** Pada 2022 BPK menyampaikan setidaknya
2,9 Juta Ha Perkebunan sawit dan 841 ribu ha pertambangan dalam Kawasan hutan
tanpa perizinan bidang kehutanan.*

Melihat bagaimana kentalnya “state capture”dalam Omnibus Law (UUCK), konflik
kepentingan terlihat pada latar keterkaitan para pimpinan di satgas, panja , serta
pimpinan DPR yang terlibat dalam penyusunan kebijakan tersebut.*

4 BPK, 2019

45

BPK, 2022

46 Omnibus Law, Kitab Hukum Oligarki, 2020
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Gambar 11.
Konflik Kepentingan dalam Penyusunan Omnibus Law (UU-CK)
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Tingginya kepentingan korporasi pada perubahan kebijakan, bisa dilihat pada data
pelaku Tindak Pidana Korupsi (TPK) 2004-2021, dan Jenis TPK. Pelaku TPK didominasi
oleh swasta, tercatat 359 pelaku usaha merupakan pelaku korupsi, berdasarkan data
penanganan perkara KPK 2004-2021, sedangkan suap-menyuap mendominasi dalam
TPK, mencapaisebesar 791 kasus, atau 64 persen dari total kasus sepanjang 2004-2021
yang ditangani KPK?¥. jika merujuk pada definisi TPK suap sebagai pemberian dari
korporasi/ pihak swasta berupa pemberian uang, barang, janji, serta bentuk lainnya
untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pihak penerima suap. Indikasi kuat
“state-capture” bisa dilihat bagaimana besarnya kepentingan swasta pada sektor ini
mendorong tingginya angka pelaku korupsi dari swasta dan jenis TPK Suap.

Gambar 12.
Jenis TPK dan Pelaku (2004-2021) 4

Jenis Tindak Pidana Korupsi
yang ditangani KPK 2004-2021
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47 KPK, 2022
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Korupsi Tanpa Penegakan Hukum

Hal menarik paska pelemahan KPK, ada kesan kuat dari KPK lebih focus pada
pencegahan dan edukasi, padahal dalam konteks pemberantasan korupsi, penegakan
hukum dan pencegahan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, terlebih didiametralkan.

Catatan Prof Hariadi Kartodihardjo terhadap buku “The Institutional Economics of
Corruption and Reform: Theory, Evidence, and Policy” menjadi menarik untuk
menjelaskan beberapa kelemahan pendekatan anti korupsi, misalnya: Pendekatan
anti-korupsi yang berfokus pada pencegahan mempunyai keterbatasan. Misalnya,
dalam kegiatan-kegiatan pelatihan etika dan pemberian insentif, mempunyai
kelemahan Ketika berhadapan dengan konflik kepentingan, pelatihan etika dapat
membantu mengembangkan transparansi pengendalian pemerintah terhadap swasta.
Namun, pada saat yang sama, upaya mahal dan memakan waktu itu dapat berfungsi
menyamarkan kepentingan yang sesungguhnya. Perusahaan-perusahaan swasta,
misalnya, dapat berada dalam prisoner dillema (satu bagian atau unit kerja
menerapkan code of conduct anti-korupsi, tetapi di unit kerja lain justru menjalankan
tugasnya dengan melakukan korupsi, dan kedua unit kerja itu seolah-olah tidak
mempunyai hubungan komunikasi sebagai layaknya dua orang tahanan yang
ditempatkan dalam kamar tanahan yang terpisah). Membayar mahal untuk “lip
service” anti-korupsi dengan mengikuti pelatihan-pelatihan, tetapi pada saat yang
sama perusahaannya mendapat untung dari kontrak yang korup. Pada akhirnya,
pelatihan etika mungkin hanya menjadikan perusahaan mempunyai alasan resmi
untuk dapat terbebas dari tanggung jawab, ketika karyawan mereka tertangkap
melakukan korupsi. Pelatihan etika bagi birokrat dapat menghadapi persoalan yang
sama.¥’

D. Klaim Anti Korupsi Tanpa Transparansi

1. Problem Kepemilikan Yang Disamarkan

Kemudahan berinvestasi benar-benar memberikan “karpet merah” bagi
korporasi, disadari atau tidak hal tersebut kerap mengabaikan keselamatan rakyat
dan lingkungan hidup. Pada sisi lain, penegakan hukum tindak pidana korporasi
memiliki kompleksitas dengan pidana biasa, khususnya ketika berhadapan
dengan kejahatan korporasi. Kompleksitas struktur korporasi kerap menyulitkan
penentuan liability dalam kejahatan korporasi.

4% Presensi Kartodihardjo 2016
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Bappenas mengakui bahwa kemudahan berinvestasi akan membuka celah
kejahatan korupsi, jika tanpa diiringi transparansi Beneficial Ownership.° hal ini
juga terlihat banyaknya kasus kejahatan lingkungan yang sulit dieksekusi, karena
banyak korporasi yang hanya merupakan perusahaan cangkang (Sheel
company).>! Sayangnya hingga 2020, baru 8,3% perusahaan yang melaporkan
Beneficial Ownership.>?

Risiko korupsi politik ini menjadi lebih besar karena penyamaran kepemilikan
keuntungan (Beneficial Ownership) di Indonesia. Ketika pemilik badan usaha yang
sebenarnya tidak diketahui, masyarakat tidak mengetahui siapa yang
mengendalikan pengambilan keputusan perusahaan. Undang-undang yang
berlaku kini hanya mengharuskan bahwa perusahaan pertambangan
menyebutkan pemilik legal sebagaimana terdaftar di Kementerian Hukum dan
HAM.

Dalam komitmen global, United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)
secara eksplisit memberikan mandat kepada Negara Pihak untuk mendorong
penerapan transparansi atas Beneficial Owner (BO) dalam Pasal 14 ayat (1) huruf
a dan Pasal 52 ayat (1) UNCAC. Pasal 14 ayat (1) huruf a UNCAC mewajibkan
kepada Negara Pihak untuk menerapkan regulasi pencucian uang dan
pengawasan yang komprehensif bagi Lembaga Keuangan (Bank maupun Non-
Bank) atau institusi lain yang rentan akan pencucian uang, serta
merekomendasikan untuk melakukan indentifikasi dan pencatatan pemilik
manfaat (BO). Hal ini juga diharapkan untuk diimplementasikan oleh penyedia
layanan jasa transaksi uang atau barang lain yang bernilai. Hal senada juga
dimandatkan Financial Action Task Force (FATF), G20 Principle, Organisation for
Economic Co-operation and Development (OECD), dimana Indonesia juga
tergabung dan berkomitmen pada kelembagaan-kelembagaan di atas.>®

Kompleksitas penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi ini makin sulit,
khususnya dalam konteks liability, akibat lahirnya Omnibus Law, UU Minerba, dan
yang terbaru juga draft RUU RKUHP yang secara substantif mempersulit
penegakan hukum dalam konteks kejahatan korporasi.

50

51

52

53

Siaran Pers Bappenas 2017
Siaran Pers Bappenas 2018
Kemkumham 2020,

Panduan investigasi BO KPK, 2020
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BAGIAN 5

TITIK NADIR PEMBERANTASAN KORUPSI
DAN JAMINAN HAK ASASI MANUSIA

Muhamad Isnur & Siti Rakhma Mary Herwati
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

Pendahuluan

“Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang
berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu
gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan
makmur.”

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan
keadilan sosial”

Penggalan kalimat Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa salah satu tujuan
kemerdekaan, dibentuknya negara dan pemerintahan adalah mewujudkan sebuah kondisi
Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur, dimana setiap orang dan warga negara di
dalamnya terlindungi tanpa terkecuali, mendapatkan kehidupan kebangsaan yang bebas,
serta menikmati keadilan sosial.

Tetapi menjadi pertanyaan kemudian, apakah di 77 tahun kemerdekaan Indonesia, kita bisa
melihat itu terwujud? Ataukah justru mengarah pada negara gagal (failed nation)?

Korupsi telah terbukti mengakibatkan rusaknya fungsi, legitimasi dan proses dari prinsip-
prinsip dari negara hukum yang akhirnya merusak seluruh tatanan negara itu sendiri.
Korupsi berdampak buruk pada ketersediaan, kualitas dan aksesibilitas dalam seluruh aspek
terkait hak asasi manusia (OHCHR). Lembaga-lembaga HAM Internasional telah menaruh
perhatian serius terhadap dampak-dampak negatif dari korupsi terhadap penikmatan hak
asasi manusia.
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Koffi Anan sebagai UN General Secretary dalam Pengantar UNCAC yang disepakati melalui
General Assembly resolution 58/4 of 31 October 2003 menjelaskan:

“Corruption is an insidious plague that has a wide range of corrosive effects on
societies. It undermines democracy and the rule of law, leads to violations of human
rights, distorts markets, erodes the quality of life and allows organized crime, terrorism
and other threats to human security to flourish. This evil phenomenon is found in all
countries—big and small, rich and poor—but it is in the developing world that its effects
are most destructive. Corruption hurts the poor disproportionately by diverting funds
intended for development, undermining a Government’s ability to provide basic
services, feeding inequality and injustice and discouraging foreign aid and investment.
Corruption is a key element in economic underperformance and a major obstacle to
poverty alleviation and development.”

Komitmen bangsa-bangsa kemudian tercermin dalam Kovenan Internasional Anti Korupsi
UNCAC, dimana dalam bagian pendahuluan UNCAC disebutkan “Concerned about the
seriousness of problems and threats posed by corruption to the stability and security of
societies, undermining the institutions and values of democracy, ethical values and justice
and jeopardizing sustainable development and the rule of law.”

Indonesia sendiri mengakui secara tegas dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
bahwa “praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme tidak hanya dilakukan antara
penyelenggaran negara, melainkan juga antara penyelenggara negara dengan pihak lain
yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, serta
membahayakan eksistensi Negara”.

Artikel ini ditulis untuk merefleksikan kembali perjuangan masyarakat paska reformasi yang
salah satunya adalah memberantas korupsi serta hubungan eratnya dengan jaminan
penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Runtuhnya Orde Baru
menjadi harapan bagi masyarakat untuk tumbangnya pula korupsi, kolusi, dan nepotisme
yang identik dengan Suharto dan Orde Baru. Turunnya Soeharto danreformasi 1998 adalah
tonggak kesadaran, pengakuan dan perlawanan terhadap korupsi.

Sebagai dokumen negara, TAP MPR X/1998 menyebutkan dalam konsiderannya “Kondisi
ini memberi peluang terjadinya praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta
memuncak pada penyimpangan berupa penafsiran yang hanya sesuai dengan selera
penguasa.” “Telah terjadi penyalahgunaan wewenang, pelecehan hukum, pengabaian rasa
keadilan, kurangnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.”

Tulisan ini fokus pada tujuh tahun terakhir masa kepemimpinan Joko Widodo. Metode yang
digunakan dalam penulisan ini adalah penelusuran terhadap data primer, khususnya
berkaca pada advokasi kasus-kasus yang terkait dengan korupsi dan pelanggaran hak asasi
manusia, dan penelusuran data sekunder.



UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Membicarakan negara
hukum, ahli hukum Brian Tamanaha membedakan dalam dua kelompok yaitu negara
hukum formal dan negara hukum substantif. Dalam bagian negara hukum substantif ada
prasyarat yang harus dipenuhi yaitu pengakuan hak fundamental, demokrasi, dan
menjunjung tinggi keadilan. Bagi Brian Tamanaha negara tidak hanya sekedar menjadi
“penjaga malam”, menurutnya negara harus lebih aktif menjemput dan memberikan
keadilan bagi masyarakatnya dengan pemenuhan dan perlindungan hak-hak dasar manusia
dalam negara yang demokratis (Brian Tamanaha & ST. John, 2007). Adrian W Bedner,
Professor Hukum Indonesia dari Universitas Leiden menyampaikan perbedaan di antara
definisi-definisi negara hukum pada pokoknya menggambarkan pandangan-pandangan
atas kehendak atau keperluan untuk memiliki ‘instrumen’ tertentu dalam rangka
mempromosikan dua hal yang fundamental yaitu: melindungi warga dari negara dan
melindungi warga yang satu dari warga lainnya. (Adrian Bedner, 2010)

Dalam meneropong negera hukum Indonesia Prof Saldi Isra mengajak kita untuk melihat
beberapa masalah yang dapat dijadikan tafsir original intent dengan melihat bagaimana
pembahasan pengubahan UUD dilakukan (Saldi Isra, 2022). Ada 3 hal yang ia sampaikan.
Pertama, dalam Undang-Undang Dasar pengubah tidak membedakan tipe negara hukum
atas rechtsstaat dan rule of law. Menurut Saldi, karakteristik negara hukum Indonesia lebih
luas karena melingkupi rechtsstaat dan rule of law. Dalam hal ini karakteristik yang selalu
ditegaskan dalam perubahan Undang-Undang Dasar adalah kuatnya jaminan dan
penghargaan terhadap hak asasi manusia, merdekanya kekuasaan kehakiman, serta
pembatasan kekuasaan negara sehingga mampu menjaga bangunan demokrasi yang
berdasar atas hukum (constitutional democratic state). Kedua, menurutnya Indonesia
adalah “negara hukum demokratis. Dalam proses penyusunannya sebagian Panitia Ad Hoc
(PAH) MPR memberikan perhatian dan penekanan khusus tentang “negara hukum yang
demokratis. Hal ini tentu berangkat dari pengalaman sebelum perubahan UUD 1945
dimana negara hukum mendapat pengakuan, tetapi tidak dibangun dan dilaksanakan
dengan cara-cara demokratis. walaupun pada akhirnya dalam perubahan tidak
mencantumkan negara hukum demokratis, tetapi penekanan sebagian pengubah UUD
yang menghendaki secara eksplisit “negara hukum yang demokratis” penting menjadi
perhatian yang serius. Ketiga, demokrasi konstitusional menurutnya adalah pemerintahan
yang kekuasaan politik dibatasi begitu rupa oleh konstitusi/UUD. Dalam hal ini jelas kita
berpegang pada prinsip supremasi hukum dan sistem konstitusional yang bermuara pada
sistem demokrasi konstitusional.

YLBHI melalui laporan dan catatannya menunjukkan bahwa situasi negara hukum,
demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia 5 tahun terakhir dalam keadaan yang sangat
mundur dan berbahaya : “Reformasi Bergerak Mundur, Demokrasi Digerogoti (2017),
“Derita Rakyat ketika Negara di Bawah Kuasa Modal” (2018), “Reformasi Dikorupsi
Oligarki” (2019), YLBHI juga menyebutkan “Otoritarian telah Sempurna Kembali ke
Indonesia dalam Kadar Tertentu” (2020). Hal ini ditandai banyak hal: demonstrasi kembali
dianggap kegiatan terlarang, operasi militer ilegal, pembunuhan di luar proses hukum tanpa
pemulihan, jalannya pemerintahan yang koruptif, hingga pembangunan skala besar tanpa
bertanya dan mendengarkan keinginan rakyat serta berdampak pada perampasan ruang
hidup rakyat.
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Dalam laporan pemantauan atas kebebasan berpendapat dan berpendapat 2019, YLBHI
mencatat setidaknya terdapat beberapa pola, yakni penghalangan dan/atau pembatasan
aksi, tindakan-tindakan perusakan/penyitaan, perampasan atau bahkan peretasan
terhadap alat/data pribadi, pembubaran tidak sah, tindakan kekerasan, perburuan dan
penculikan, kriminalisasi, hingga penghalangan pendampingan hukum.

Catatan YLBHI ini juga sesuai dengan catatan akademisi yang menjelaskan bahwa
demokrasi Indonesia semakin jatuh dan mundur, yakni “defective democracy” (Mietzner,
2016, p. 228), “democratic setbacks” (Hadiz, 2017, p. 261), “democratic regression” (Aspinal
and Warburton, 2018, p. 1), “democratic deconsolidation” (Mietzner, 2016, p. 279),
“democratic decline” (Power, 2018, title), “authoritarian turn” (Power, 2018, title),
“democratic backsliding” (Aspinal and Mietzner, 2019a); “democratic recession” (Aspinal
and Mietzner, 2019a); “illiberal democracy” (Warburton & Aspinal, 2019), “hondemocratic
pluralism” (Apinal and Mietzner, 2019), “recession of democracy” (Aminudin, 2020), “neo
otoritarianisme” (Wiratraman, 2018), dan “Indonesia: Jokowi Sidelines Democracy”, (Saiful
Mujani & R William Lifddle, 2021).

Jika kita mengukur indikator-indikator negara hukum yang dituliskan Adriaan W Bedneer
(Hague Journal on the Rule of Law, 2 : 48-74, 2010) baik elemen prosedural, elemen
substantive, maupun mekanisme kontrol, Indonesia semakin jauh dari terpenuhinya
indikator-indikator tersebut. Sebagai contoh, pemerintah hingga hari ini masih melakukan
pembangkangan terhadap Putusan Mahkamah Agung yang mewajibkan pemerintah untuk
membuka data terkait Hak Guna Usaha. Situasi ini berkembang sedemikian rupa, dimana
perkembangan hukum menjadi machstaat atau negara kekuasaan, bukan lagi negara
hukum sebagaimana di maksud dalam Pasal 1 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Maka kemudian The Economist Intelligence Unit (EIU) dalam Democracy Index 2020
menyebutkan bahwa situasi Demokrasi di Indonesia adalah situasi terburuk selama 14
tahun terakhir. Indonesia berada di peringkat ke-64 dari 167 negara dengan skor 6,30. EIU
mengelompokkan Indonesia dalam berada di rumpun “demokrasi cacat”. Buruknya situasi
demokrasi dan kebebasan sipil di Indonesia juga dilaporkan oleh Freedom House, IDEA, dan
lembaga-lembaga Internasional lainnya.

Hal-hal tersebut diatas seiring dengan perjalanan pelemahan pemberantasan dan gerakan
anti korupsi yang akan dipaparkan pada bagian berikutnya dalam tulisan ini.

Tentang Kebijakan dan Kasus

Tujuh tahun terakhir kepemimpinan Jokowi diisi dengan berbagai penyimpangan
demokrasi dan peruntuhan negara hukum, di antaranya pelemahan KPK, meningkatnya
regresi demokrasi, ancaman terhadap HRD, reformasi dikorupsi, membangun legitimasi
korupsi dengan undang-undang, ugal-ugalan di level norma yaitu pembuatan undang-
undang, dan pembelahan masyarakat. Sementara di level struktur ditunjukkan dengan
tidak terkontrolnya aparat hukum. Di ranah peradilan, beberapa hakim agung ditangkap
karena korupsi. Maraknya korupsi berdampak pada pemenuhan hak asasi manusia.



Pelemahan KPK

Pelemahan KPK terindikasi berjalan melalui dua jalur secara bersamaan yaitu memilih
calon pimpinan KPK yang visi-misinya memperlemah pemberantasan korupsi dan
revisi UU KPK. Revisi UU KPK yang digulirkan DPR telah melanggar prosedur
pembentukan peraturan perundang undangan. Revisi ini diajukan oleh 5 partai politik
pendukung Presiden yaitu PDIP, Golkar, Nasdem, PPP, dan PKB.

Secara diam-diam revisi UU KPK dilakukan meskipun tidak masuk dalam daftar
prioritas legislasi dan rencana pembahasan revisi UU KPK ini tidak pernah terdengar
sebelumnya. Keselarasan pelemahan di antara dua jalur ini terindikasi pada hal-hal
berikut: Pertama, pelemahan fungsi penyidikan KPK, termasuk di dalamnya
penghentian penyidikan sewaktu-waktu dan membuat penggeledahan, penyadapan,
dan operasi tangkap tangan ditentukan oleh pihak lain di luar KPK yaitu Dewan
Pengawas. Kedua, mengontrol pimpinan KPK karena pimpinan KPK adalah penyidik
dan penuntut umum. Hal ini dilakukan baik dengan berupaya menaruh calon pimpinan
(Capim) yang rekam jejaknya melemahkan pemberantasan korupsi maupun membuat
dewan pengawas untuk mengontrol pimpinan KPK.

Harapan masyarakat terhadap Presiden Jokowi untuk menolak Capim KPK bermasalah
dan menghentikan bergulirnya pembahasan revisi KPK pupus sudah. Jokowi resmi
mengirimkan persetujuannya terhadap nama calon pimpinan KPK yang memiliki
catatan integritas buruk dan usulan revisi UU KPK ke DPR.

Merespon hal tersebut, masyarakat sipil menuntut Jokowi menerbitkan Peraturan
Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait dengan telah disahkannya perubahan
kedua terhadap UU KPK. Secara substansi, UU KPK hasil revisi jelas bertolak belakang
dengan agenda pemberantasan korupsi dan penyelamatan KPK. Presiden memiliki
wewenang konstituional prerogratif untuk menerbitkan Perppu atas dasar kondisi
‘kegentingan yang memaksa’. Perppu itu jelas punya landasan konstitusional,
wewenang yang diberikan UUD 1945 kepada Presiden (Pasal 22 ayat 1 UUD 1945 jo.
Pasal 1 angka 4 UU No. 12 Tahun 2011). Bahkan pemaknaan ikhwal kegentingan yang
memaksa telah diatur oleh MK, melalui putusannya No. 138/PUU-VII/2009.

Dalam 100 hari periode ke-2 nya, YLBHI mencatat kebijakan Jokowi yang
memperlemah pemberantasan korupsi. Pertama, Jokowi menunjuk panitia seleksi
Pimpinan KPK yang tidak independen pada tahun 2019. Kedua, Jokowi tidak
mengeluarkan Perppu UU KPK. Ketiga, Jokowi mendiamkan Pimpinan KPK yang
memperlemah KPK. Keempat, Jokowi merestui dan mengajukan nama-nama calon
Pimpinan KPK bermasalah ke DPR. Kelima, Jokowi mendiamkan penyiraman air keras
terhadap Novel Baswedan. Keenam, Jokowi membiarkan teror kepada aktivis, pegawai
dan Pimpinan KPK. Ketujuh, Jokowi menggembosi KPK dengan merevisi UU 30/2002
tentang KPK. Selain itu ia juga mengusulkan Revisi UU KPK di tahun 2015, membuat
Surpres Revisi UU KPK, membuat Daftar Isian Masalah Revisi UU KPK dalam semalam,
dan merevisinya bersama DPR. Jokowi juga berpidato bahwa tidak ada pengurangan
hak pegawai KPK selama transisi ASN, tetapi ketika 75 pegawai KPK dipecat Presiden
diam saja. Selain itu, ia juga memberikan grasi kepada koruptor Annas Maamun.
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Satu tahun paska pelantikan, 20 Oktober 2020, realisasi misi Joko Widodo dan Ma’ruf
Amin semakin jauh panggang dari api. Kebijakan yang dibuat pemerintah dalam satu
tahun terakhir justru memperlemah penegakan hukum dan hak asasi manusia,
pemberantasan korupsi, menghancurkan lingkungan, dan merampas ruang hidup
masyarakat. Padahal, salah satu misinya saat mencalonkan di periode kedua adalah
menegakkan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Misi
tersebut dibagi menjadi beberapa poin yaitu: melanjutkan penataan regulasi;
melanjutkan reformasi sistem dan proses penegakan hukum; pencegahan dan
pemberantasan korupsi; penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM; dan
mengembangkan budaya sadar hukum.

Revisi Undang-undang KPK pada 2019 telah memperlemah KPK seperti adanya Dewan
Pengawas, adanya ketentuan SP3 untuk perkara yang tidak selesai disidik dalam waktu
satu tahun dan pegawai KPK diubah statusnya menjadi Aparatur Sipil Negara. Satu
persatu indikasi tersebut terbukti. Pada bulan Juli 2020, PP 41 tahun 2020 tentang
Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN disahkan. Selain itu integritas pimpinan
KPK perlu dipertanyakan. Ketua KPK, Firli Bahuri terbukti melanggar kode etik dengan
menggunakan helikopter saat berkunjung ke Baturaja, Sumatera Selatan. Sementara
putusan etik Dewan Pengawas KPK hanya memberikan teguran tertulis kepada Ketua
KPK. Menurut ketua Dewan Pengawas, pelanggaran yang dilakukan tidak disadari oleh
Firli Bahuri. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa ketua KPK tidak memahami kode
etik lembaganya sendiri.

Atas janji-janji palsunya dalam memberantas korupsi, Jokowi dianugerahi mahasiswa
BEM Ul sebagai King of Lip Service.

Serangan kepada KPK dan gerakan anti korupsi sama dengan serangan kepada
demokrasi. Masih lekang dalam ingatan, Indonesia berada di bawah pemerintahan
otoriter selama 32 tahun yang berjalan beriringan dengan korupsi. TAP MPR X/1998
menyebutkan “terjadinya praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme di masa lalu
adalah salah satu akibat dari keterpusatan dan ketertutupan kekuasaan”. Apa yang
diakibatkan oleh korupsi dapat dilihat pada bagian berikutnya TAP MPR X/1998
“kondisi ini memberi peluang terjadinya praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme
serta memuncak pada penyimpangan berupa penafsiran yang hanya sesuai dengan
selera penguasa. Telah terjadi penyalahgunaan wewenang, pelecehan hukum,
pengabaian rasa keadilan, kurangnya perlindungan dan kepastian hukum bagi
masyarakat”. Dengan kata lain korupsi dekat dengan pemerintahan otoritarian baik
sebagai tujuan pemerintahan otoriter tersebut atau sebagai alat untuk
mempertahankan pemerintahan otoriter itu, serta berujung pada penderitaan rakyat.



Penyingkiran Pegawai KPK Melalui Tes Wawasan Kebangsaan

Penuntasan pelemahan KPK adalah Tes Wawasan Kebangsaan. Agenda ini berhasil
dengan operator lapangan Ketua KPK, Firli Bahuri, hasil dari Pansel bermasalah
bentukan Presiden Jokowi dengan Keppres No. 54/P Tahun 2019. Presiden juga
menerima tanpa keberatan hasil dari pansel dan mengirimkan seluruh nama termasuk
calon yang bermasalah kepada DPR. Lebih dari itu TWK adalah Litsus model baru yang
menilai dan memutuskan ideologi seseorang bahkan tanpa melalui proses pengadilan.

Komnas HAM menyimpulkan dalam laporan penyelidikannya bahwa ada 11 bentuk
pelanggaran HAM yang terjadi pada proses asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)
dalam rangka alih status Pegawai KPK menjadi ASN. Penyelenggaraan asesmen TWK
merupakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia ditinjau dari sisi kebijakan, tindakan atau
pelakuan, dan ucapan (pertanyaan dan pernyataan) yang memiliki karakteristik yang
tidak sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. Berbagai pelanggaran HAM dalam
laporan Komnas HAM dengan berbagai modusnya (ilegal, melanggar hukum, dan lain-
lain), juga pelanggaran administrasi dalam temuan ORI sebelum ini cukup
menunjukkan 5 Pimpinan KPK secara kolektif kolegial telah melakukan pelanggaran
etika, hukum administrasi pemerintahan, hukum HAM, bahkan terindikasi terlibat
dalam operasi obstruction of justice untuk melemahkan KPK.

Menyikapi pernyataan Kapolri yang mewacanakan pengangkatan 56 pegawai KPK
menjadi ASN di Polri, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mendesak Presiden Joko
Widodo untuk segera dan tanpa syarat membatalkan pemberhentian 56 pegawai KPK
sesuai aspirasi pegiat masyarakat sipil, gerakan mahasiswa, hingga rekomendasi
Komnas HAM serta Ombudsman Republik Indonesia. Koalisi menegaskan kembali
tuntutan utama kepada Presiden untuk mengesahkan alih status 56 pegawai KPK
menjadi Aparatur Sipil Negara di KPK.

Tetapi pada Selasa, 28 September 2021, Kapolri tiba-tiba menyebutkan bahwa 56
pegawai KPK yang dianggap tidak lolos TWK akan segera dilantik sebagai aparatur sipil
negara di Kepolisian. Rencana pemerintah mengangkat 56 pegawai KPK menjadi ASN
di Polri juga kian menguatkan sinyal bahwa TWK penuh masalah. Logika hukumnya,
pemerintah melalui Menkopolhukam mengungkapkan bahwa dasar hukum
pengangkatan 56 pegawai KPK adalah Pasal 3 ayat (1) PP 17/2020. Aturan itu
menyebutkan bahwa Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS
berwenang menetapkan pengangkatan PNS. Sedangkan pada waktu yang sama,
Pimpinan KPK mengatakan bahwa 56 pegawai tidak bisa diangkat menjadi ASN karena
tidak lolos TWK.

Selain itu, dengan dasar PP 17/2020, Presiden harus menegur dan mengevaluasi
Pimpinan KPK karena telah membuat gaduh serta meresahkan masyarakat atas
tindakannya dalam penyelenggaraan TWK. Hal ini dibenarkan secara peraturan
perundang-undangan. Sebab, Presiden merupakan atasan langsung dari KPK
berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dan dituangkan dalam perubahan UU KPK.
Sederhananya, jika Presiden mengangkat 56 pegawai ASN tanpa diikuti evaluasi atas
kinerja Pimpinan KPK, maka patut diduga pihak eksekutif juga berada pada posisi yang
sama dengan Firli Bahuri dan komisioner lainnya.
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Padahal, Ombudsman dan Komnas HAM telah mengeluarkan rekomendasi atas
investigasinya perihal penyelenggaraan TWK KPK. Dua lembaga negara yang dibentuk
dengan undang-undang itu telah meminta kepada Presiden untuk melantik 56 pegawai
KPK menjadi ASN di KPK. Pertanyaannya, apakah Presiden sudah membaca dan
melakukan pertemuan dengan Ombudsman dan Komnas HAM sebelum menyetujui
ide dari Kapolri terkait kelanjutan 56 pegawai KPK? Sebab, jika sudah, namun tidak
dijalankan, maka akan timbul konsekuensi hukum bagi Presiden. Berdasarkan Pasal 38
ayat (1) UU Ombudsman secara terang disebutkan bahwa Terlapor (Pimpinan KPK) dan
atasan Terlapor (Presiden) wajib melaksanakan rekomendasi Ombudsman. Maka dari
itu, tindakan pengabaian Presiden terhadap hal tersebut memperlihatkan bahwa
pemerintah tidak menghargai kinerja lembaga negara dan merupakan suatu
perbuatan melawan hukum.

Pernyataan Kapolri terkait rencana pengangkatan 56 pegawai KPK menjadi ASN di
Kepolisian penting untuk kita amati bersama. Sebab, belum ada penjelasan lengkap
perihal konsep tersebut. Misalnya, landasan hukum, penempatan, dan tugas yang
akan mereka emban nanti di kepolisian. Hal ini penting, sebab, 56 pegawai tersebut
berasal dari lintas kedeputian sewaktu bekerja di KPK, mulai dari penindakan,
pencegahan, dan bagian-bagian lainnya. Selain itu, hal ini menimbulkan kesan bahwa
puluhan pegawai KPK tersebut seolah-olah diposisikan sebagai pencari pekerjaan.
Sebab, keinginan untuk menjadi ASN bukan niat dari individu, melainkan perintah UU.
Lagi pun, ketidaklolosan mereka dalam TWK KPK juga tidak dapat dibenarkan secara
hukum.

Sikap Presiden dalam isu TWK ini dapat digambarkan bahwa pemerintah seperti tidak
pernah berpihak pada isu penguatan lembaga pemberantasan korupsi. Sebagaimana
diketahui, sikap semacam ini bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya, padatahun 2019
lalu, Presiden juga sepakat dengan agenda revisi UU KPK dan berkontribusi langsung
saat menghasilkan Pimpinan KPK yang sangat buruk. Padahal, kondisi pemberantasan
korupsi di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Hal itu dapat ditangkap dari temuan
Transparency International saat menyampaikan Indeks Persepsi Korupsi yang semakin
anjlok pada tahun 2020 lalu. Selain itu, Presiden juga tidak peka dalam melihat
kekurangan KPK. Berbagai pelanggaran etik, turunnya performa penindakan, dan
merosotnya citra KPK di tengah masyarakat mestinya disikapi dengan menghasilkan
kebijakan yang mendukung eksistensi KPK. Namun, Presiden justru menjadi salah satu
dalang di balik melemahnya lembaga antirasuah tersebut.

Tak hanya mengabaikan perintah UU dan temuan lembaga negara, Presiden juga
belum secara penuh mendengarkan aspirasi yang selama ini disampaikan oleh
masyarakat terkait TWK KPK. Selama kurun waktu empat bulan terakhir sejumlah
organisasi dan individu tokoh masyarakat sudah menyuarakan agar Presiden
membatalkan keputusan Pimpinan KPK. Mulai dari puluhan guru besar, mahasiswa,
dan organisasi masyarakat sipil telah memberikan masukan tentang potensi
pelemahan KPK di balik TWK.



3. Aksi Reformasi Dikorupsi

Revisi UU KPK, RKUHP, dan sejumlah undang-undang lainnya mendorong mahasiswa
melakukan aksi besar di Jakarta dan berbagai kota besar Indonesia. Tetapi aksi ini
ditanggapi secara represif oleh aparat keamanan. YLBHI mencatat pada tahun 2019
saja ketika aksi reformasi dikorupsi marak, 88 kasus penangkapan sewenang-wenang
dengan jumlah korban mencapai 1144 orang. Angka yang tertinggi berikutnya yaitu
pelanggaran terhadap hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan atau hukuman
lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia. Terdapat 56
kasus dengan korban mencapai 601 orang. Angka korban yang besar tercatat dalam
berbagai aksi demonstrasi dimana aparat menggunakan kekerasan secara brutal.
(Catahu YLBHI 2019)

Korupsi Sumber Daya Alam dan HAM

Korupsi di bidang sumber daya alam tak kalah marak (masukkan data GNPSDA KPK). Salah
satunya adalah kasus pertambangan ilegal di Kalimantan Timur. Tambang ilegal di
Kalimantan Timur yang melibatkan Ismail Bolong eks anggota Polri hanyalah fenomena
gunung es. Selama ini pertambangan tanpa izin di Kalimantan Timur terus terjadi dan
berulang, bahkan melibatkan aparat kepolisian. Namun, keterlibatan polisi dalam tambang
ilegal tak pernah adarespon. Ada tiga pola keterlibatan aparat di pertambangan ilegal yakni
aparat tutup mata, aparat melakukan beking, atau seperti yang dilakukan Ismail Bolong, la
menjadi pelaku. Keterlibatan aparat ini bukan sekadar pelanggaran etik, ini adalah pidana
korupsi. Berdasarkan temuan dari Trend Asia, sepanjang tahun 2020-2021 terdapat catatan
transaksidugaan ekspor tambang ilegal ke berbagainegara yang dilakukan oleh perusahaan
yang menjadi penadah. Aktivitas pertambangan ilegal ini mengakibatkan kerugian negara
yang signifikan. Presiden dan kepolisian seharusnya turun tangan atas permasalahan
tambang ilegal ini. Keterlibatan aparat dalam pertambangan ilegal merupakan operasi
backing dan terorganisir. Masifnya pertambangan ilegal yang terjadi di Kalimantan Timur
menunjukkan bahwa negara tidak punya kendali atau kontrol terhadap sumber daya alam
di Indonesia. Pertambangan illegal telah menimbulkan terlanggarnya hak atas lingkungan
masyarakat. Di Desa Sumbersari dan Dusun Merangan misalnya, pengangkutan bahan
tambang menimbulkan kebisingan, debu, dan jalanan rusak.

Soal pengungkapan kasus pertambangan juga berdampak pada pembungkaman kebebasan
berpendapat. Menteri Koordinator Luhut Binsar Pandjaitan saat ini tengah mencoba
membungkam demokrasi di Indonesia dengan kriminalisasi Haris Azhar dan Fatia
Maulidiyanti. Pada Agustus 2021, sembilan organisasi dalam gerakan #Bersihkanindonesia
yakni Pusaka Bentara Rakyat, LBH Papua, WALHI Papua, Greenpeace Indonesia, YLBHI,
WALHI Nasional, KontraS, JATAM dan Trend Asia meluncurkan laporan riset berjudul
“Ekonomi Politik Penempatan Militer di Papua Kasus Intan Jaya.”
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Laporan tersebut berisi analisis pengerahan kekuatan militer Indonesia secara ilegal di
kawasan pegunungan tengah Provinsi Papua yang telah memicu eskalasi konflik bersenjata
antara TNI-POLRI dan TPNPB serta kekerasan dan teror terhadap masyarakat. Laporan ini
juga mengungkapkan hasil analisis spasial bagaimana letak pos militer dan kepolisian
berada di sekitar konsesi tambang yang teridentifikasi terhubung baik langsung maupun
tidak dengan para jenderal termasuk Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut berusaha mengelak
dari skandal dugaan konflik kepentingan pada bisnis pertambangan Blok Wabu, Intan Jaya,
Papua dan memilih melaporkan obrolan tentang hasil riset tersebut di kanal YouTube.
Laporan Luhut direspon cepat oleh kepolisian dan ini bertolak belakang dengan tanggapan
polisi atas laporan serupa yang diserahkan masyarakat sipil terhadap pejabat publik.

Kebijakan Pro Koruptor di Masa Pandemi

Memasuki masa pandemi, pemerintah juga berupaya menyelundupkan kebijakan pro
koruptor ketika pada Senin 1 April 2020 Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly
mengusulkan agar narapidana kasus korupsi dibebaskan demi mencegah semakin
merebaknya Covid. Sebelumnya telah dikeluarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM
Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan
Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan
Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Pada bagian Kedua huruf a dan b disebutkan bahwa
asimilasi dan pembebasan bersyarakat tidak berlaku bagi kejahatan yang diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 (PP 99/12), salah satunya adalah korupsi.
Tetapi tak lama setelah itu Menteri Hukum dan HAM berniat untuk merevisi PP 99/12
tersebut agar narapidana kasus korupsi yang telah memasuki usia 60 tahun dan
menjalankan 2/3 masa pidana dapat dibebaskan. Wacana yang dikeluarkan oleh Menteri
Hukum dan HAM untuk merevisi PP 99/2012 bukan hal yang baru. Dalam catatan ICW
setidaknya untuk kurun waktu 2015-2019 Yasonna Laoly telah melontarkan keinginan
untuk merevisi PP 99/2012 sebanyak empat kali. Mulai dari tahun 2015, 2016, 2017, dan
pada tahun 2019 melalui Revisi UU Pemasyarakatan. Isu yang dibawa selalu sama, yakni
ingin mempermudah pelaku korupsi ketika menjalani masa hukuman.

Mahkamah Agung (MA) kemudian mengabulkan judicial review PP No. 99 Tahun 2012
terhadap UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. MA menilai aturan itu tak
berlaku karena tidak sesuai dengan UU No. 12 Tahun 1995 yang menjadi aturan induknya.
4 pencabutan PP ini menjadikan koruptor berposisi sama seperti narapidana lainnya.
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(https://nasional.kompas.com/read/2021/10/29/17301831/ma-cabut-pp-99-tahun-2012-koruptor-lebih-
mudah-dapat-remisi).



E.

Pembungkaman Kebebasan Berpendapat

Somasi Moeldoko kepada ICW

Praktik pembungkaman atas kritik masyarakat kembali terjadi. Kepala Staf
Kepresidenan, Moeldoko, melalui kuasa hukumnya, Otto Hasibuan, melayangkan
somasi kepada Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait dengan penelitian tentang
polemik Ivermectin. Somasi tersebut berisi niat Moeldoko untuk menempuh jalur
hukum dengan melaporkan ICW ke pihak berwajib. Padahal, ICW adalah bagian dari
masyarakat sipil sedang menjalankan tugasnya dalam fungsi pengawasan terhadap
jalannya proses pemerintahan. Terlebih, ICW menuangkan pendapatnya dalam
sebuah penelitian yang didasarkan atas kajian ilmiah dengan didukung data dan fakta.
Penelitian ICW juga masih terkait dengan konteks terkini, yaitu upaya pencegahan
korupsi di sektor farmasi. Sehingga, tidak salah jika dikatakan bahwa langkah
Moeldoko, baik somasi maupun niat untuk memproses hukum lanjutan adalah tidak
tepat dan berlebihan.

Menyikapi langkah Moeldoko, setidaknya ada dua isu. Pertama, upaya
pemberangusan nilai demokrasi. Patut dipahami, peraturan perundang-undangan
telah menjamin hak setiap masyarakat atau organisasi untuk menyatakan pendapat.
Mulai dari Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945, Pasal 23 jo Pasal 25 jo Pasal 44 UU Hak Asasi
Manusia, Pasal 8 ayat (1) UU Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Pasal 41 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tentang Peran Serta Masyarakat
dalam Pencegahan dan Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi. Bahkan, jaminan
tersebut juga dituangkan dalam berbagai kesepakatan internasional, diantaranya:
Pasal 19 Deklarasi Universal HAM, Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak
Sipil dan Politik, dan Pasal 23 Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN.

Kedua, melanggengkan praktik kriminalisasi terhadap organisasi masyarakat sipil.
Merujuk data SAFENet, dalam kurun waktu 12 tahun terakhir, kriminalisasi
menggunakan UU Informasi dan Transaksi Elektronik banyak menyasar masyarakat
dari berbagai kalangan, misalnya: aktivis, jurnalis, hingga akademisi. Mirisnya,
mavyoritas pelapor justru pejabat publik. Ini menandakan belum ada kesadaran penuh
dari para pejabat dan elit untuk membendung aktivitas kriminalisasi tersebut, guna
mendorong terciptanya demokrasi yang sehat di Indonesia.

Selanjutnya, dari aspek hukum, mengacu pada pemberitaan media, terdapat
konstruksi yang keliru dalam memaknai aspek pelanggaran hukum dari penelitian ICW
tersebut. Jika dimaknai sebagai delik pencemaran nama baik sebagaimana diatur
dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik jo KUHP, maka penting untuk dijelaskan
lebih lanjut. KUHP pada dasarnya memuat tentang alasan pembenar yang relevan
ketika dikaitkan dengan penelitian ICW, yakni Pasal 310 ayat (3) KUHP: tidak
merupakan pencemaran, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum.
Sebab, ICW memaparkan temuan dalam konteks kepentingan pemerintah untuk
mencegah adanya praktik rente dan conflict of interest (Col) di tengah situasi kritis
akibat pandemi Covid-19, hal yang jelas berhubungan dengan kepentingan publik.

71



72

Permasalahan lain juga tampak ketika yang digunakan adalah UU ITE. Hal ini
dikarenakan adanya Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa
Agung, dan Kapolri tentang Pedoman Implementasi UU Informasi dan Transaksi
Elektronik. Dalam dokumen tersebut, tepatnya bagian Pasal 27 ayat (3) bagian c
disampaikan bahwa bukan delik pencemaran nama baik jika muatannya berupa
penilaian atau hasil evaluasi. Pernyataan yang dikeluarkan ICW lahir dari sebuah
penelitian yang memiliki metode, data dan referensi yang jelas, tentu ini telah
memenuhi ketentuan tersebut karena telah melewati proses penilaian dan evaluasi
atas suatu isu yang menjadi perhatian masyarakat.

Sebenarnya, tanpa mesti menempuh jalur hukum, Moeldoko dapat menyampaikan
bantahan atas temuan ICW dengan menggunakan hak jawab sebagaimana diatur lebih
lanjut dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Pers. Sebab, hasil penelitian ICW
tersebut diketahui khalayak ramai oleh karena dimuat dalam berbagai pemberitaan
media. Dalam negara demokrasi, mekasnisme ini lah yang harusnya didorong dan
ditempuh, bukan dengan ancaman pidana (Siaran Pers YLBHI).

Laporan Pidana Terhadap Jubir KPK, Koordinator ICW, dan Ketua Umum YLBHI

Kriminalisasi terhadap pegiat anti korupsi juga terjadi pada tiga orang aktivis. Pada 28
Agustus 2019, Agung Zulianto yang mengklaim sebagai Korban dari Pemuda Kawal KPK
dan Masyarakat DKI Jakarta dan berstatus mahasiswa melaporkan Koordinator ICW
Adnan Topan Husodo, Ketua Umum YLBHI Asfinawati, dan Juru Bicara KPK
Febridiansyah. YLBHI dan ICW menduga laporan ini sebagai bentuk pelemahan KPK
secara sistematis dan serangan balik pihak-pihak yang berkepentingan untuk
mengamankan Panitia Seleksi dan beberapa calon pimpinan KPK dari kritik masyarakat
sipil. Padahal, YLBHI, ICW dan koalisi masyarakat sipil lainnya sejak bulan April 2019
telah mengawal seleksi pemilihan calon pimpinan KPK. Koalisi menemukan bahwa
sejak proses penunjukkan Pansel proses seleksi calon pimpinan adalah bagian dari
upaya pelemahan sangat serius terhadap KPK.

Laporan-laporan dengan niat jahat seperti ini juga pernah terjadi pada proses
pemilihan Capim KPK dan dalam upaya-upaya melawan pelemahan KPK sebelumnya.
Penyalahgunaan wewenang pemidanaan semacam ini seperti sudah menjadi pola
umum serangan balik. Ada beberapa indikator bahwa laporan pidana tersebut
merupakan suatu bentuk serangan balik untuk pelemahan KPK, antara lain: Pertama,
laporan pidana tersebut mengenai terkait kritik masyarakat sipil terhadap dugaan
konflik kepentingan antara Pansel dengan beberapa calon pimpinan KPK. Kedua,
laporan pidana baru dilakukan terhadap peristiwa yang terjadi beberapa bulan
sebelumnya. Ketiga, laporan pidana tidak jelas dan sangat kabur. Tidak jelas tentang
perbuatan apa yang dilaporkan. Keempat, laporan pidana tersebut mengada-ada,
tidak berdasarkan fakta dan tidak memiliki bukti-bukti yang cukup. (Siaran Pers YLBHI)



Peretasan terhadap Gawai Panitia dan Akun-akun Nobar Film #KPKEndGame

Upaya pembungkaman juga terjadi pada beberapa kasus peretasan terkait dengan
Nobar film dokumenter End Game yang menceritakan pelemahan KPK sebagai bagian
dari pelemahan pemberantasan korupsi. Instagram WatchDoc diretas dan diganti
emailnya hingga 2 kali pada tanggal 6 Juni sehingga tidak bisa direcovery dan baru bisa
kembali pada tanggal 8 Juni 2021. Pada hari yang sama Twitter WatchDoc juga diretas
tetapi berhasil diambil kembali. Demikian pula beberapa anggota Gerakan Rakyat
Antikorupsi (Gertak) Pontianak, Kalimantan Barat mengalami upaya peretasan, food
bombing, penyebaran data pribadi (doxing), hingga teror digital berupa telepon
(robocall) dari berbagai nomor tidak dikenal.

Satu orang yang mengalami food bombing melalui layanan aplikasi mengalami
kerugian ratusan ribu rupiah karena terpaksa membayar empat “pesanan palsu”
makanan ke alamatnya secara berturut-turut padahal applikasi ini sudah tidak dia
pakai sejak 2020. Peretas juga memesan angkutan melalui aplikasi online, tetapi
dibatalkan oleh pengemudi. Upaya peretasan masih terus dialaminya melalui nomor
WhatsApp yang tertera sebagai narahubung Nobar dan diskusi film Endgame. Satu
orang lain yang juga menjadi narahubung Nobar film dan diskusi mengalami robocall,
puluhan nomor tak dikenal terus menerus bergantian meneleponnya, sedangkan
seorang anggota Gertak Kalbar sebagai moderator diskusi mengalami upaya peretasan
dan robocall. Mereka mendapati permintaan one time password (OTP) melalui pesan
singkat (SMS) dan telepon, sebagai indikasi upaya mengambil alih akun. Hal ini terjadi
secara berulang kali hingga Sabtu (5/6/2021). Upaya lain yang dilakukan peneror
adalah menghubungi melalui panggilan telepon dan pesan singkat (SMS) dengan
nomor tidak dikenal. Bahkan dua pemantik diskusi-satu di antaranya adalah anggota
Gertak Kalbar dan satu dosen IAIN Pontianak- terus menerus mendapati robocall mulai
sebelum, saat, hingga setelah Nobar film. Orang tua seorang di antara dua pemantik
mendapat bombing promo melalui smartphone.

Postingan Fraksi Rakyat Indonesia diturunkan IG. Pada 4 Juni 2021, akun instagram FRI
mendapatkan notifikasi dari pihak Instagram bahwa “Postingan Anda Melanggar
Panduan Komunitas Kami”. Adapun konten yang dibagikan kepada publik yaitu terkait
advokasi pelemahan KPK yang diposting pada 30 Mei 2021 pukul 20.32. Postingan
tersebut dihapus dengan anggapan mengandung unsur kekerasan dan hasutan.
Postingan tersebut diangkat dari akun lain (@trashex.syndicate) akan tetapi postingan
di akun tersebut tidak diturunkan oleh Instagram. Hal serupa menimpa akun Bangsa
Mahasiswa saat memposting Film End Game.

Akun IG Tempodotco juga mengalami percobaan pengambilalihan selama dua hari
berturut-turut yaitu pada Hari Senin (7 Juni 2021) dan Selasa (8 Juni 2021). Peretasan
juga dialami peserta aksi Aliansi BEM Samarinda dalam menyikapi pelemahan KPK
yang terstruktur dan sistematis. Aksi tersebut diawali dengan infografis kemudian
pengiriman whatsapp serentak Ketua KPK Firli Bahuri untuk mundur, aksi media
serentak serta pemasangan twibbon juga aksi massa di DRPD Kaltim. Tuntutan
mahasiswa adalah menolak segala bentuk upaya pelemahan KPK dengan narasi besar
COPOT KETUA KPK. Pasca pelaksanaan aksi tersebut dua orang peserta aksi diretas.
Satu orang akun IG dan WAnya diretas dan sampai saat ini ditulis belum bisa
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digunakan. Akun tersebut juga mengirim video tak senonoh pada kontak-kontak yang
terdaftar. Seorang lagi diancam untuk diganggu keluarganya dan diminta menghapus
twibbon mahasiswa sampai berakhir dengan dihacknya akun orang tua mahasiswa
tersebut. Akibat peretasan tersebut korban mengalami kerugian ekonomi, hilangnya
keamanan pribadi dan privasi termasuk keluarganya serta terganggu komunikasinya
(Siaran Pers YLBHI).

Secara umum, modus pembungkaman dilakukan melalui beberapa cara. Pertama,
peretasan untuk mengambil alih. Kedua, peretasan untuk meneror baik secara
ekonomi maupun fisik. Ketiga, peretasan untuk mempermalukan, dan keempat,
laporan massal kepada platform sehingga postingan di take down. Modus-modus ini
jelas bertujuan mengganggu penyebaran gagasan dalam Film End Game dan
menyurutkan dukungan untuk melawan serangan balik koruptor melalui
pemberhentian Pegawai KPK. Dengan demikian pelaku peretasan-peretasan ini hanya
mungkin orang/kelompok yang memiiliki motif yang sama dengan orang/kelompok
yang memberhentikan Pegawai KPK atau digerakkan oleh orang/kelompok tersebut.
Begitu terang benderangnya motif pelaku yang terlihat dari kesamaan target sasaran
dan modus sungguh mencederai nalar dan berjalannya Negara Hukum Indonesia.

Penutup

Tergerusnya demokrasi dan melemahnya pemberantasan korupsi juga berbanding lurus
dengan dampaknya terhadap penegakkan hak asasi manusia. Pelanggaran HAM menimpa
nyaris semua orang (buruh, petani, miskin kota, perempuan, anak-anak, kelompok
minoritas keagamaan, orang dengan orientasi seksual dan identitas gender berbeda) dan
berdimensi luas mulai dari hak atas pekerjaan, hak atas tanah, hak atas lingkungan hidup
yang layak, hak atas peradilan yang fair, hingga kebebasan beragama dan hak atas privasi
(Catahu YLBHI 2018). Pelanggaran-pelanggaran ini tidak berhenti di saat pandemi covid-19.
Kelambatan bahkan kegagalan Pemerintah mengambil langkah-langkah efektif merespon
Pandemi Covid-19 mengakibatkan pelanggaran HAM berlapis mulai dari hak sipil, politik,
hak atas pekerjaan, hingga hak hidup. Pandemi membuat masyarakat mengalami
hambatan akses keadilan mulai dari pengaduan ke lembaga-lembaga bantuan hukum
apalagi menempuh proses hukum. (CATAHU YLBHI 2020).

Korupsi tidak hanya berdampak pada pelanggaran HAM dibidang pemenuhan hak ekonomi
sosial dan budaya, Di Indonesia kita juga sangat mudah menelusuri berbagai kasus
kekerasan dan pelanggaran hak sipil dan politik yang jelas erat kaitannya dengan korupsi.
Kita dapat melihat dan menyimpulkan bahwa pelemahan pemberantasan dan gerakan anti
korupsi di Indonesia dalam tujuh tahun terakhir, seiring juga dengan penyempitan ruang
sipil, terjunnya demokrasi, serta semakin meningkatnya pelanggaran hak asasi manusia.
Maka perjuangan merebut jaminan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak
asasi manusia tidak bisa terlepas dalam satu nafas perjuangan anti korupsi dan demokrasi.



BAGIAN 6

KORUPSI, KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN PELANGGARAN HAM

Julius Ibrani
Direktur Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia

Pendahuluan

Selama hampir 10 tahun terakhir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia
telah menangani hampir ratusan kasus korupsi. Menurut catatan Tempo.co (Tempo.co,
2020) sekitar 27 kasus korupsi di sektor sumber daya alam terjadi pada era kepemimpinan
Presiden Joko Widodo. Sebagaimana pernyataan yang diungkapkan oleh Laode M Syarif
komisioner KPK pada periode 2015-2019 dan juga Direktur Eksekutif Kemitraan Indonesia
dalam wawancaranya dengan Mongabay (Mongabay, 2021) menyebutkan jika sepanjang
La Ode menjabat di KPK tercatat dari 10.000 izin usaha pertambangan yang diberikan
pemerintah, ada sekitar 6.000 izin yang bermasalah. Permasalahan korupsi juga ditemukan
oleh KPK merujuk pada catatan nota sintesis evaluasi Gerakan Nasional Penyelamatan
Sumber Daya Alam (KPK, 2018) yang menyebutkan di sektor kehutanan ditemukan praktik
suap hingga mencapai Rp 22,6 miliar, sekitar 71% hingga 81% produksi kayu bulat tidak
tercatat, total lebih dari Rp 40 triliun rupiah negara mengalami kerugian. Sementara di
sektor pertambangan hanya sekitar 88% korporasi yang melaporkan pajak tahunan, lalu
terdapat tunggakan PNBP sekitar Rp 25,5 triliun, potensi kerugian negara dapat mencapai
lebih dari Rp 50 triliun.
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Sebagian besar kasus korupsi izin berkisar terkait praktik suap untuk pemberian izin,
gratifikasi untuk mendapatkan hak istimewa dan penyalahgunaan wewenang untuk
menerbitkan izin. Semua kasus tersebut melibatkan politisi yang menjabat sebagai kepala
daerah maupun legislatif mulai dari level nasional hingga daerah, serta pengusaha-
pengusaha besar yang mempunyai ribuan konsesi tambang, perkebunan dan logging.
Kasus-kasus korupsi di atas juga menyeret nama-nama orang penting yang berpengaruh
khususnya politisi dan pengusaha, baik dari level daerah maupun nasional, beberapa nama
besar yang tersandung korupsi antara lain:

Nilai| Kerugian

No | Jabatan Tahun Kasus Korupsi .
Korupsi Negara
1 | Annas Maamun
Suap dari pengusaha Gulat Medali
Gubernur Emas Manurung untuk alih fungsi Rp 2
. 2014 . -
Riau hutan guna peruntukan miliar
perkebunan sawit
2 | Fuad Amin
Ketua DPRD Suapkdarl PT IMekdla Karyg Slgntosa Rp 14,6 Rp 500
Bangkalan 2015 | untuk memuluskan pembelian gas miliar miliar
alam di Blok Poleng, Bangkalan
3 | Andriansyah
Kasus suap dari PT Mitra Maju
DPR RI Sukses (MMS) untuk Rp1
.. 2015 . .. -
Komisi IV memperlancar usahanya di sektor miliar
pertambangan batu bara
4 | Nur Alam
Gubernur Suap izin usaha pertambangan PT
Sulawesi 2016 | Anugerah Harisma Barakah (PT. Rp. .60 Rp .2.8’7
miliar triliun
Tenggara AHB)
5 | Rita Widyasari
Menerima suap PT. Sawit Golden
Bupati Kutai 2017 Prima (SGP) untuk izin sawit, Rp 110 )
Kertanegara gratifikasi dan terlibat tindak miliar
pencucian uang.

Kasus-kasus di atas hanya secuil dari kasus korupsi yang ditangani oleh KPK RI, karena masih
banyak kasus-kasus lainnya di sektor sumber daya alam, yang sedang berjalan ataupun
belum terjamah sama sekali. Persoalan korupsi tersebut paling tidak telah menimbulkan
kerugian yang sangat besar bagi negara dan masyarakat. Sebab dampak dari korupsi
tersebut tidak main-main yakni hilangnya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat,
serta hak untuk bersuara dan menyampaikan pendapat atas persoalan lingkungan hidup
yang tengah terjadi.



Kerusakan Lingkungan dan Pelanggaran HAM

Persoalan korupsi di sektor sumber daya alam sangat erat kaitannya dengan pelanggaran
hak-hak masyarakat, terutama hak sipil politik dan ekonomi, sosial, budaya. Paling tidak
secara praktik kejahatan korupsi telah meninggalkan dampak serius, tidak hanya merugikan
negara secara finansial tetapi juga menyebabkan masyarakat tercerabut dari ruang
hidupnya. Sebagaimana kasus Nur Alam melalui pemberian konsesi tambang untuk PT. AHB
di Bombana dan Buton telah menyebabkan kerusakan tanah berdasarkan temuan dari
penyidik KPK (Indonesia Corruption Watch, 2018a).

Pernyataan penyidik KPK tersebut diperkuat dengan keterangan ahli yakni Basuki Wasis dari
IPB, ia menyebutkan jika berdasarkan temuan lapangan PT. AHB yang melakukan
penambangan Nikel telah melakukan perusakan ekosistem di sekitarnya, ditambah lagi
dampak dari pertambangan ini sulit dipulihkan karena sifatnya yang irreversible. la
menambahkan jika PT. AHB telah mendorong degradasi ekologis di Pulau Kabaena tapak
pertambangan dengan kalkulasi konversi kerugian sebesar Rp 2,7 triliun (Indonesia
Corruption Watch, 2018b).

Karena keterangannya tersebut Basuki Wasis dari IPB digugat oleh Nur Alam dengan
tuduhan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian immateriil. Apa yang
dilakukan oleh Nur Alam adalah bentuk kriminalisasi bagi seorang ahli yang di dalam
persidangan diminta untuk menyampaikan fakta ilmiah sebagai pertimbangan. Upaya yang
dilakukan oleh Nur Alam adalah bentuk pembungkaman hak untuk menyampaikan
pendapat terkait persoalan lingkungan hidup.

Selain kasus Nur Alam yang mengkriminalisasikan Basuki Wasis, cerita serupa juga dialami
oleh Bambang Hero yang juga sama-sama dari IPB. Bambang dikriminalisasikan oleh PT.
Jatim Jaya Perkasa (PT. JJP) selaku perusahaan yang terbukti bersalah dalam kasus
kebakaran hutan dan lahan di Riau. Keberadaan PT. JJP juga tidak lepas dari peran Annas
Maamun yang saat itu menjabat sebagai Bupati Rokan Hilir pada tahun 2008, di mana ia
menerbitkan persetujuan izin perusahaan. Berdasarkan fakta di lapangan akibat pemberian
izin pada PT. JJP selain mengukuhkan konflik pengelolaan lahan, karena dengan pemberian
izin tersebut paling tidak ada masyarakat yang terampas hak tanahnya, juga memicu
deforestasi hampir 1000 hektare lahan (PPID KLHK, 2016), akibat dari kebakaran hutan dan
lahan yang disengaja oleh korporasi tersebut.

Melihat persoalan di atas bahwasanya problem korupsi yang mengakibatkan tercerabutnya
hak asasi manusia tidak dapat lepas dari kondisi negara saat ini, baik secara konstitusional
maupun secara struktural. Karena praktik korupsi selalu berkaitan dengan aktor, regulasi
dan pelaksanaannya sebagai instrumen yang memuluskan praktik tersebut (Kartodihardjo,
Ariati, & Abdullah, 2020).

77



78

Korupsi di sektor sumber daya alam paling tidak sejak awal baik secara institusi maupun
regulasi, seperti terkait izin usaha, persoalan keterbukaan informasi dan partisipasi pada
banyak kasus sangat tertutup. Padahal dalam regulasi soal keterbukaan informasi sampai
pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup telah mengaturnya. Kondisi tersebut
menunjukkan jika ada pelanggaran HAM. Karena sejak awal sudah koruptif, baik saat proses
perizinan sampai saat melakukan aktivitas usaha sehingga ada hak partisipasi yang
dilanggar (Rasad, 2018).

Korupsi oleh Oligarki: Kelindan Penguasa dan Pengusaha, Masyarakat Korban Dipenjara

Persoalan korupsi di sektor sumber daya alam tidak dapat dilepaskan dari menguatnya
relasi elite politik dan elite bisnis yang melakukan mufakat jahat untuk menguntungkan diri
mereka sendiri. Perselingkuhan tersebut berhasil direkam dengan baik dalam sebuah
laporan riset bertema Coalruption yang dikerjakan oleh Koalisi Bersihkan Indonesia
(Greenpeace, JATAM, Auriga, & (ICW), 2018), dalam laporan tersebut mengungkapkan jika
praktik ijon politik sektor pertambangan di Kalimantan Timur begitu kental, bagaimana
korporasi mendapatkan kemudahan izin, regulasi serta sokongan finansial dari negara.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwasanya persoalan korupsi tidak dapat lepas dari
perselingkuhan antara politisi dan pebisnis, pertukaran pengaruh mereka telah mendorong
ijon politik, di mana ada sebuah political capture dan trading in influence yang
memunculkan bagaimana regulasi lemah serta hanya menguntung segelintir orang (Fariz,
Sjafrina, Sari, & Herawan, 2014).

Selain itu perselingkuhan tersebut juga menyebabkan bagaimana izin diobral sehingga
menyebabkan kerusakan lingkungan, penurunan kualitas hidup masyarakat serta
meningkatnya ancaman, intimidasi dan tentu saja kriminalisasi bagi mereka yang bersuara.
Karena secara praktik apa yang dialami oleh Basuki Wasis, Bambang Hero dan masyarakat
yang menyuarakan hak atas lingkungan masih terbatas. Mereka mengalami intimidasi,
kekerasan dan kriminalisasi yang dilakukan oleh aktor-aktor korporasi yang secara tidak
langsung difasilitasi oleh lemahnya regulasi dan penindakannya. Semakin lemahnya
penegakkan hukum sebagai implikasi dari perselingkuhan antara pebisnis dan politisi atau
aktor yang berkuasa dalam pemerintahan.

Seperti tidak konkretnya bentuk perlindungan bagi yang menyuarakan hak atas lingkungan
melalui Anti-SLAPP dalam hal ini Pasal 66 Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang
Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, ditambah dengan munculnya Undang-
undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara, di mana
kriminalisasi akan mudah dialamatkan ke masyarakat yang memperjuangkan hak atas
lingkungan hidup, sebab Pasal 162 tentang pidana bagi yang menghalangi tambang yang
berizin semakin dipertegas. Lalu, parahnya Pasal 165 tentangpidana pada pemberiizin yang
tidak sesuai undang-undang dan penyalahgunaan wewenang dihapuskan.



Tentu ke depan potensi munculnya korupsi di sektor pertambangan akan semakin tinggi,
selain itu akan banyak obral izin yang tidak sesuai ketentuan, manipulatif sebagai implikasi
penyalahgunaan wewenang. Kondisi tersebut secara tidak langsung turut meningkatkan
angka kriminalisasi pada masyarakat yang tengah memperjuangkan haknya, karena mereka
hanya bisa pasrah. Sebab meskipun izin tambang yang dikeluarkan bermasalah, namun
ketika sudah disahkan oleh otoritas, maka ketentuan pada Pasal 162 berlaku. Kondisi
tersebut sama persis dengan yang dialami oleh tiga warga Desa Alasbuluh, Wongsorejo,
Banyuwangi, Jawa Timur yang divonis bersalah karena menghalangi pertambangan Galian
C yang berizin, padahal tambang tersebut diprotes karena merusak jalan dan mengganggu
kehidupan mereka.

Perubahan Signifikan: Revolusi dan Partisipasi

Melihat kompleksitas persoalan korupsi sumber daya alam yang memantik aneka
pelanggaran HAM. Meskipun sudah ada penegakkan pada kasus tersebut, seperti mulai
dipertimbangkannya persoalan kerugian lingkungan sebagai tindak pidana kejahatan
korupsi (Butar, Feliciano, & Mulahela, 2020). Tetapi situasi tersebut tidak terlalu banyak
mengubah keadaan pada wilayah tapak yang rusak akibat praktik eksploitasi sumber daya
alam yang didorong melalui kejahatan korupsi. Realitas yang terjadi masih banyak kasus
serupa dan kerusakan lingkungan semakin meluas, bahkan kasus kriminalisasi terhadap
pejuang lingkungan semakin meningkat.

Paling tidak, kondisi tersebut difasilitasi oleh aktor penguasa dan pengusaha yang bercokol
melalui pelemahan regulasi, penciptaan regulasi yang melonggarkan praktik eksploitasi
seperti keberadaan Undang-undang No 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara serta Undang-undang Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Ke depan tindakan korupsi semakin masif dan berdampak pada pelanggaran hak-hak
masyarakat dalam memperjuangkan hak hidupnya akan terjal. Karena persoalan korupsi
tidak hanya bicara soal penegakkan, tetapi juga perlu perubahan masif pada regulasi serta
adanya political will untuk berubah lebih baik dengan melakukan proteksi atas sumber daya
alam dan memenuhi serta mengakui hak-hak masyarakat.

Selain itu, dalam menghadapi situasi demikian tentu perlu komitmen yang lebih serius dari
masyarakat sipil untuk mendorong perubahan institusional dan struktural. Terutama
melakukan aksi untuk menyadarkan masyarakat tentang bahayanya persoalan ini. Selain
itu perlu ada upaya untuk mendorong perbaikan regulasi dan peegakkan dalam upaya
menghilangkan praktek korupsi sumber daya alam yang merugikan masyarakat dan
keberlanjutan ekosistem. Tanpa adanya dorongan perubahan, tentu sangat mustahil
persoalan korupsi yang berdampak pada perampasan hak untuk hidup dalam lingkungan
yang baik dan sehat dapat terwujud.
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